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ABSTRAK

Mokhammad Reza, 201FRerlindungan Hukum Terhadap Nasabah
Penggunal nternet Banking Apabila Terjadi Kerugian (Studi di BNI Cabang
Malang), Pembimbing I: Dr. Sihabudin, SH., MH. Pembimbiiig Rachmad
Syafaat, SH., MSi.

Perkembangan pesat dari teknolagiernet telah menawarkan berbagai
macam kemudahan dalam kegiatan transaksi bisniguan banyak kemudahan
yang didapatkan dalam melakukan transaksi melaternet bankingtersebut,
tidak menutup kemungkinan masih adanya kendalagtengang dihadapi baik
oleh pihak bank maupun nasabah dalam melakukasatkan melaluiinternet
banking Pada saat ini banyak kasus pencurian imi@rnet bankingyang
menyebabkan kerugian bagi para pihak khususnyabahsdJndang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengattara rinci mengenai
internet bankingHal inilah yang menjadi letak permasalahan hukgangimana
jaminan kepastian dan perlindungan terhadap nas&laaik pengguna jasa
internet bankingelum sepenuhnya dijamin oleh hukum positif dioinelsia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bageimbentuk
perlindungan hukum yang diberikan oleh BNI kepadaabhah pengguna jasa
internet bankingmenurut peraturan yang berlaku? Bagaimana hamlddan
upaya bank dalam memberikan jaminan perlindungakurhubagi nasabah
pengguna jasaternet bankingapabila terjadi kerugian?

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan gaealisis bentuk
perlindungan hukum yang diberikan oleh BNI bagi atedh pengguna jasa
internet bankingserta untuk mendeskripsikan dan menganalisis h@mbgng
dihadapi bank dalam memberikan jaminan perlindunigakum bagi nasabah
pengguna jasaternet bankingserta upaya yang dilakukan oleh bank. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah degkrijualitatif dengan
pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saab&hum ada peraturan
perundang-undangan yang secara khusus mengaturen@@mgiernet banking
sehingga perlindungan hukum bagi para nasabah peaggsanternet banking
masih belum terjamin secara penuh. Namun sejumdaityran baik Undang-
Undang maupun Peraturan Bank Indonesia yang sdlantggunakan sebagian
besar sudah diterapkan oleh BNI cabang Malang daplamanfaatan jasa BNI
internet banking tetapi masih ada aturan hukum yang belum diatt bank
seperti klausula baku yang dilarang oleh UndangaddgdNomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan konsumen. Klausula perjanji@arnet bankingmasih
belum sepenuhnya melindungi hak dan kewajiban dasabah. Perlindungan
Hukum terhadap nasabah pengguna jasa BMrnet bankingada dua, yaitu
perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegajadinya kerugian serta
perlindungan hukum represif yang bersifat menaraguil
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban dunia pada saat ini bercirikan dengamfena kemajuan
teknologi informasi yang berlangsung di hampir sgiubidang kehidupan.
Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubahilgku masyarakat
dan peradaban dunia secara global. Selai itu, pé&egan teknologi
informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpasb@brderles$ dan
juga menyebabkan perubahan sosial.

Menurut Didik J. Rachbini, teknologi informasi daii sebagai
simbol pelopor yang akan mengintegrasikan selursiera dunia, baik di
dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keugngamajuan teknologi
telah mengubah pola kehidupan sosial masyarakdbeddagai bidang,
sehingga secara langsung akan mendorong atau mganpenmunculnya
perbuatan hukum baru di masyarakat. Salah satunpemre dari hasil
kemajuan teknologi adalahternetyang merupakan salah satu “penyebab”
munculnya perubahan dan “masalah” sosial.

Masalahinternet merupakan masalah yang sangat kompleks, tidak
saja menyangkut teknologinya, tetapi juga berhubongdengan

permasalahan pemanfaatan teknologi itu sendiri.ndleki baru telah

! Ahmad M. Ramli. 2004Cyber Law Dan HaKI Dalam Sistem Hukum Indoned?d. Refika
Aditama: Bandung. Hal:1

2 Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. 200&yber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi
PT. Refika Aditama: Bandung. Hal 2

% Sudikno Mertokusumo. 200Benemuan Hukum Sebuah Penganttiéerty: Yogyakarta. Hal:32



memungkinkan berbagai transaksi melalui layamaternet yang biasa
disebutElectronic Commercé-Commerce

Pada tahap ini, lingkungan teknologi dan perdaganigarubah
dengan cepat di bidang perkembangan sistem penavayelektronis.
Sangatlah sulit untuk mengembangkan kebijakan yepaf. Sehingga untuk
alasan ini pemberlakuan peraturan-peraturan yargijfétemenentukan dan
tidak dapat diubah sangatlah tidak tepat dan mungkstru berbahaya.
Pengamatan kasus demi kasus uji coba pembayargardeara elektronis
ini lebih dipilih sehingga dapat diciptakan keteaii dan kepastian hukuin.
Dari perspektif lama, peraturanarketplacedan peraturan industri sendiri
tidak sepenuhnya berbicara mengenai persoalangtensgyang muncul.
Contohnya untuk melindungi konsumen atau untuk m@gapi tujuan-
tujuan pelaksanaan hukumnya, tindakan pemerintahgkmu diperlukan
untuk memastikan keamanan dan kualitas sistem peardoaelektronis.

Perkembangan pesat dari teknolagternet telah menawarkan
berbagai macam kemudahan dalam kegiatan transaksis.oDari segi
ekonomi, kemunculan teknologiternettelah meningkatkan efisiensi biaya
sekaligus memberikan keuntungan yang tinggi tenhaé&tor perbankan.

Electronic Banking (E-Banking merupakan salah satu
perkembangan dariElectronic Commerce(E-Commerce yang mulai
merambah ke dunia perbankan, sebab suatu tranEaksimmerceitu
menyangkut berpindahnya dana yang melibatkan gidoakumen, penjual,

pengelolaE-Commerceserta lembaga keuangan, khususnya perbankan.

4 C.S.T. Kansil. 198%engantar llmu Hukum dan Tata Hukum IndoneBialai Pustaka:Jakarta.
Hal:41



Melihat manfaat dan peluang yang dapat diraih melanerapan
teknologi E-Commerce ini, industri perbankan mulai mengarahkan
perhatiannya pad&-Banking. Dalam perkembangannya, inovasi dalam
penggunaan teknologi informasi yang diiringi dengareningkatnya
penggunaarpersonal computerserta adanya tuntutan masyarakat untuk
memperoleh kemudahan dalam melakukan transak$i tetambangkitkan
inisiatif perbankan nasional untuk menawarkan galanp melalui jaringan
internetyang dikenal dengainternet banking

Internet bankingadalah layanan perbankan yang dilakukan dengan
menggunakan jaringamternet yang memungkinkan nasabah bank untuk
memperoleh informasi maupun melakukan transaksipaanharus
mendatangani kantor bank. Ada dua tujuan yang idgiapai oleh suatu
bank ketika ia memperluas layanan jasanya meledtgrnet banking.
Pertama, produk-produk yang kompleks dari bank dpawarkan dalam
kualitas yang ekuivalen dengan biaya yang murahpoénsi nasabah yang
lebih besar. Kedua, dapat melakukan hubungan @ipsegmpat dan kapan
saja.

Pemanfaatan layanannternet banking menjadikan lembaga
perbankan tidak lagi memerlukan pengembangan kénatar atau wilayah
layanan baru, dimana biaya yang diperlukan sangatrb Persepsi ini
didukung semata-mata karena adanya inovasi padasgiean yang

memungkinkannya berinteraksi secara lebih baik dehkaligus dapat

® E-Bankingmerupakan produk jasa perbankan yang otomatis imodgngkan bank dan nasabah
secara langsung melalui media elektromikerne). Produk jas&-Bankingyang telah diterapkan
oleh bank meliputi Anjungan Tunai Mandiri (ATM)hone banking, internet banking, SMS
banking



mempromosikan layanannya sendiri. Hal ini juga naealy kepada
perbaikan suatu kompetisi lembaga perbankan daak tichenutup
kemungkinan bahwa denganternet banking keuntungan grofits) dan
pembagian pasam@rketshares akan semakin besar dan I§aMelalui
fasilitas tersebut, nasabah dapat melakukan berbk@gpatan perbankan
hanya dengan memanfaatkan akeésrnet

Akan tetapi walaupun banyak kemudahan yang didapatialam
melakukan transaksi melalunternet bankingtersebut, tidak menutup
kemungkinan masih adanya kendala-kendala yang alhdwhik oleh pihak
bank maupun nasabah dalam melakukan transaksiunieitrnet banking
Pada saat ini banyak kasus pencurian unéernet banking yang
menyebabkan kerugian bagi para pihak khususnydahs&alah satu titik
kelemahaninternet bankingyang menjadi target kejahatan adalah ketidak
hadiran salah satu pihak, yaitu si pemiliternet banking(bank), dalam
setiap transaksi yang dilakukan nasabah. Transaksiu dilakukan sendiri
(secara sepihak) oleh nasabah melalui media jaringi@rnet Problem
terbesar bisa timbul jika kedudukan nasabah datansaksi lewainternet
bankingternyata berpeluang digantikan oleh penjahat merigan modus
pencurian PIN atau modus yang lain.

Resiko yang melekat pada layanan jasternet bankingtelah
nampak, seperti yang menimpa nasabah AS sebagagyoem jasanternet
banking Pelaku EYN membobalser idmilik korban dan mengacak PIN

dengan menggunakan data pribadi korban. Pada tadgggptember 2009

® Budi Agus Riswandi. 200 spek Hukum Internet BankingT.Raja Grafindo Persada:Jakarta.
Hal:2



ketika AS bertransaksi lewatternet bankingia menemukan saldonya telah
berkurang sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam pulud fupiah). Setelah

dicek terjadi beberapa transfer ke rekening yadgktidikenal dan tanpa
sepengetahuannya. Lalu nasabah mengadukan kepa#tadba setelah

beberapa lama diproses pengaduan tersebut oleh bespgon dari bank

cukup sederhana. Bank menganggap tidak ada masafh sekali pada
proses transaksi dan memosisikan pengadu bertapggwab sendiri atas

masalah tersebut.

Selain masalah pembobolan tersebut juga masihp@rdaasalah
lain yang dialami dalam penggunaan jas&rnet banking seperti adanya
websiteinternet bankingsemu dan juga kesalahan yang terjadi pada sistem
internet banking Hal ini semakin memperjelas resiko kerugiaan nihte
yang dapat dialami oleh pengguna jasternet bankingdan juga resiko
penurunan reputasi bank yang berimbas negatif phkdaomi makro. Di
BNI cabang Malang sendiri ditemukan 30 masalah y@giatami oleh para
nasabah dalam penggunaan Bhlternet banking Hal ini bisa saja
membuktikan bahwa sistemternet bankingdari BNI sendiri belum siap

dan belum dirancang dengan baik.



Tabel 1. Jumlah Masalah Dalam Penggunaan BNinternet Banking

JENIS MASALAH JUMLAH
SistemError 14
Gagal Transaksi 10
Saldo Berkurang Tiba-Tiba 3
Lampu Mati 3
Total 30

Sumber Data Primer 2010 (diolah)

Adanya peluang penjahat tersebut merupakan buktivddransaksi
melaluiinternet bankindkurang memenuhi syarat hukum. Berdasarkan pasal
1320 KUHPerdata, setiap transaksi (perjanjian) ibismajib memenuhi
Syarat-syarat yaitu ada kata sepakat di antaralai, para pihak mampu
bertindak, ada obyek transaksi, dan tidak bertg@atardengan kesusilaan
atau undang-undarg.

Syarat kesepakatan dalam KUHPerdata merupakankbantisipasi
supaya para pihak tidak mengalami kerugian. Karémoa menurut
KUHPerdata mengharuskan pihak-pihak yang bertrangadclu hadir satu
sama lain dalam proses transaksi tersebut. Halts@pkah yang tidak bisa
dijumpai dalam transaksi melalui jasdernet banking Kehendak nasabah
mengenai jumlah dan keamanan dana yang diambik tidiaahului

komunikasi personal dengan pihak bank. Karenaajapun respon layanan

" Ronny Prasetya. 201Bembobolan ATM (Tinjauan Hukum Perlindungan Nasakatban
Kejahatan PerbankanPT. Prestasi Pustakaraya:Jakarta. Hal: 2



internet bankingterhadap perintah nasabah otomatis dianggap debaga
persetujuan pihak bank.

Ketidak hadiran pihak bank dalam transaksi seolatals diwakili
layananinternet bankingyang bisa saja dimanipulasi para penjahat bank,
padahalinternet bankingtidak bisa disamakan sama sekali dengarson
yang bisa mewakili pihak bank, misalnya lewat sk@dsa atau perintah.
Karena itu, layanannternet bankingyang dibobol penjahat tidak bisa
dipersalahkan atau digugat bahkan secara hukumlimeka Hal ini
disebabkan layanaimternet bankinghanya merupakan alat transaksi yang
tidak bisa melahirkan suatu kesepakatan yang stibyg&n terkontrol
(prinsip kehati-hatian). Hal inilah yang menjadiale lemahnya kedudukan
hukum nasabah yang uangnya dibobol penjahat lemaasaksiinternet
banking Resikonya, pihak bank bisa saja dengan gampamgetek dari
tanggung jawab karena mereka secdea facto tidak hadir dan tidak
menyaksikan sendiri proses transaksi yang dilakukanuali pihak bank
memang mengakui adanya pembobolan dana nasabalahsdiank
menelusuri bukti-bukti yang terekam dalam layarssaipternet banking

Oleh karena itu dalam hal ini tidak ada suatu jamihukum bagi
nasabah yang dirugikdnDengan segala keterbatasan informasi, teknologi,
serta pengetahuan nasabah hampir dipastikan tidsk mmembuktikan
sendiri kasus yang dialaminya karena nasabah haewgguna, bukan
penyedia dan pengelola layanaternet bankingsehingga tidak mengetahui

seluk beluk layanan tersebut.

8 .

Ibid. Hal: 3
® Iman Sjahputra. 200Rroblematika Hukum Internet di IndonesRiT.Prenhallindo:Jakarta.
Hal:142



Di dalam pasal 1865 KUHPerdata justru beban pendoukérdapat
pada nasabah bank. Ditambah lagi bukti apa yangshdijadikan sebagai
alat bukti yang sah dalam penggunaan jagarnet banking. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan ues telah
menyebutkan hak dan kewajiban dari pelaku usahia &ensumen tetapi
apakah Undang-Undang ini dapat diterapkan di dafeasalah perbankan,
khususnya di ruangyber seperti pada layananternet banking Meskipun
di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapaumlah
peraturan yang mengatur mengenai jaminan hukumudiadcyber, tetapi
apakah hal tersebut telah cukup untuk melindungiden kewajiban para
pihaknya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbasé&bagai
dasar dari aktifitas perbankan tidak mengatur segaci mengenanternet
banking Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pedmahknya
mengatur mengenai hak dan kewajiban dari nasabthlsank secara umum
dan juga mengatur tentang keterbukaan informasngga dalam rangka
memberikan perlindungan hukum kepada nasabah peaggsainternet
bankingperlu adanya peraturan pendukung baik dari Undamdablg lain
maupun dari peraturan yang dibuat oleh Bank Indand3elum adanya
peraturan perundang-undangan yang secara khusugatuententang
internet bankingyang mencakup transaksi maupun perlindungan hukum
serta tanggung jawab para pihak juga berdampak palian efektifnya
penerapan prinsip hukum yang berkeadilan sertaaperan kedudukan

hukum antara nasabah dengan bank. Meskipun tesalldinnya Undang-



Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi damdaksi Elektronik
dan Undang-Undang tentang Informasi Publik, hal dmilai belum
memadai jika diterapkan di dalam penggunaanijgeanet banking

Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral yalat) satu tugasnya
adalah mengatur dan mengawasi bank-bank pelakskEtarhengantisipasi
permasalahan hukum ini dengan mengeluarkan berbagaan baik
Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edgaaig berhubungan
dengan pemanfaatan jasd#ernet bankingyang kemudian dituangkan ke
dalam peraturan bank pelaksana atau petunjuk pelak§uklak), namun
apakah peraturan tersebut telah memenuhi asasldeathn persamaan
kedudukan maupun hubungan hukum antara nasabahardbagk. Disinilah
letak permasalahan hukumnya dimana jaminan kepag#a perlindungan
terhadap nasabah bank pengguna jasanet banking belum sepenuhnya
dijamin oleh hukum positif di Indonesia.

Semua kesepakatan antara nasabah dengan pihak téatakg
ketentuan penggunaan fasilitas layamaernet bankingdituangkan dalam
sebuah dokumen atau perjanjian yang biasanya didam bentuk
formulir baku. Aebuah perjanjiamternet banking tersebut dituangkan
tentang hak dan kewajiban para pihak yaitu nasatein bank yang
merupakan pencerminan hubungan hukuniflyaAdanya perjanjian
diharapkan nasabah bisa mendapatkan “sebagian " kgarhinan
perlindungan hukum dalam menggunakan fasilitasniayaternet banking

dan jaminan keamanan dalam bertransaksi dengangmeakpaninternet

19 Sydikno Mertokusumo. 199Mengental Hukum Suatu Penganthiberty:Yogyakarta. Hal:41
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banking jika dikemudian hari terjadi sesuatu hgng dapat merugikan
nasabah Kasus yang telah dijelaskan sebelumnya merupalaikis
permasalahan yang timbul dari layanaternet bankingdan masih banyak
masalah-masalah hukum yang lain.

Satu sisi fenomenanternet bankingbagi nasabah memberikan
dampak positif, namun di sisi lain produk pelayanasrteknologi ini
berpotensi menimbulkan permasalahan operasional dzatk, antara lain
terkait dengan verifikasi atas keakuratan dan lad&s informasi laporan
nasabah ke bank, pemantauan terhadap nasabalksptetbadap teknologi
informasi, sistem dan prosedur, internal kontroh despek hukum lain.
Walaupun mungkin bank sudah menyediakan pelayaganreasabah dapat
melakukan transaksinya secara aman melalui intertetpi masih
diperlukan suatu jaminan hukum dan keamanan yast pagi nasabah
agar transaksi finansialnya aman secara hukum sdaia dapat dimasuki
dan diketahui olehhacker Ditambah lagi dengan belum memadainya
regulasi yang mengatur tentang perdagangan elektrehususnya yang
mengatur transaksi elektronis dan keamanan settiacherganinformation

privacy dancomputer crimeli Indonesiad*!

1 Budi Agus Riswandi. 2003ukum Internet di Indonesi&JIl Press: Yogyakarta. Hal:6
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B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya ddigahbil rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberidah BNI cabang
Malang bagi nasabah bank penggunaijaisanet banking?
2. Bagaimana hambatan dan upaya bank dalam membejd@man
perlindungan hukum bagi nasabah penggunaifasmet bankingapabila

terjadi kerugian?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari peraiitini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindongukum yang
diberikan peraturan yang berlaku bagi nasabah haehkgguna jasa
internet banking

2. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis hambadag gihadapi bank
dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagalnah pengguna

jasainternet bankingerta upaya yang dilakukan oleh bank.
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D. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikesanyak manfaat
bagi berbagai pihak, antara lain:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahbagi
pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankangenai
pemanfaatan jasaternet banking
2. Secara Praktis
a. Bagi perbankan
Sebagai masukan dalam rangka pelayananipgsenet banking
yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagales bank
pengguna jasaternet banking
b. Bagi nasabah
Dapat memberikan informasi jaminan kepastian dan
perlindungan hukum bagi nasabah dalam rangka paatanf jasa

internet banking
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E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideftaipsdalam

penulisan skripsi ini, maka hal ini dapat dilihatlaim sistematika penulisan

yang merupakan susunan keseluruhan skripsi inrasaagkat.

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

: PENDAHULUAN
Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar beakak
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, ndanfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

. KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum meage
lembaga keuangan bank, hak dan kewajiban konsurega s
pelaku usahainternet banking perlindungan hukum terhadap

nasabah bank, dan penyelesaian sengketa perbankan.

: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis pendekatamber data,
teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, ke&nalisa

data serta definisi operasional.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil perelitidan
pembahasan tentang perlindungan hukum bagi naga&ipgiguna

jasainternet bankingpabila terjadi kerugian.

: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan-kesimpulan dan ssaaan

sehubungan dengan permasalahan yang akan diangleah d
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penulisan skripsi ini yang diambil dari hasil pemasan secara

keseluruhan.
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan dalam menjalankan peranannyandatiuntuk
memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentaegudhan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dibmdakenjadi dua
jenis, yaitu:

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatashaissecara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syarisgdngy dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pgaraa.

2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksamaegiatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip &yay@ang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lipersbayaran®

Bank dalam praktik perekonomian dapat berfungsiageblembaga
financial intermediary Artinya, di satu sisi bank dapat melakukan
penghimpunan dana dari masyarakat, dan di sisi laamk juga dapat
melakukan penyaluran dana yang dihimpun dari makgartersebut kepada
masyarakat itu sendilf. Selain fungsi tersebut, bank juga mempunyai fungsi
fungsi lainnya. Berikut adalah fungsi-fungsi barg lain:**

1. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan ad#iast atau kepercayaan, baik

dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran Neasyarakat akan

mampu menitipkan dananya di bank apabila dilandalsh unsur

2 Muhamad Djumhana. 200Bukum Perbankan di IndonesiT. Citra Aditya Bakti:Bandung.
Hal: 111

3 Budi Agus Riswandiop.cit Hal: 6

Y Ibid. Hal: 7

15
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kepercayaan. Kaitannya dengan jagarnet bankingnasyarakat percaya
bahwa jasa yang terdapat di dalam layaimé@rnet bankingmempunyai
tingkat keamanan yang tinggi sehingga aman dilakakeh nasababh.
2. Agent of Developmehit

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dangatsan
diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian sektor riil.
Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat melakukarestasi,
distribusi, dan jasa konsumsi barang serta jasagimgat semua kegiatan
investas-distribusi-konsumsi selalu berkaitan danganggunaan uang.
Bank berfungsi untuk mendukung pelaksanaan peminangmasional
dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangumnanadd-hasilnya,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kb geningkatan taraf
hidup rakyat banyak. Adanya jasdaernet bankinguga merupakan salah
satu produk perbankan yang bertujuan untuk menme=atalalu lintas
uang dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

3. Agent of Servicé8

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan gheran
dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasarpenh yang lain
kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan k@ndrdt kaitannya
dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara .udasa bank ini
antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, pasatipan barang
berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasgelgsaian tagihan

yang diakomodir di dalam layanarternet banking

!> Muhamad Djumhanap.cit Hal: 110
'8 Budi Agus Riswandiop.cit Hal: 8
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Mengingat nilai strategis dari bank, bank dalam jalankan kegiatan
usahanya sangatgid dengan aturan-aturan hukum. Hal ini bukan berarti
menjadikan usaha bank menjadi kompleks dan ruetiapt dengan adanya
aturan-aturan yang ketat, diharapkan kepercayaarsyarakat serta
kesinambungan usaha bank akan terus dapat dikekdang

B. Hak Dan Kewajiban Konsumen (Nasabah) Serta Pelaku $hha (Bank)
1. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlinaling
Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan Keamakewajiban
dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajkeamajiban pelaku
usaha. Namun, kelihatan bahwa hak yang diberikgradee konsumen
(pasal 4) lebih banyak dibandingkan hak pelaku aisgiasal 6) dan
kewajiban pelaku usaha (pasal 7) lebih banyak ldasiajiban konsumen
(pasal 5). Berikut adalah hak dan kewajiban danskonen dan pelaku
usaha yang diberikan/dibebankan oleh Undang-Unddéomgor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen:
1. Hak konsumen
Menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsurnak
dari konsumen adalah sebagai berikut:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatamim dala
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mextkiap barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukakdadisi serta
jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur gaen kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;



18

o

. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atamtpatan/atau

jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, daayai
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen Seatata

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsume

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara beaar jdjur serta
tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/at
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yanginuhtetidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimarnamygees

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pamnog:
undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikarh dlmdang-
Undang Perlindungan Konsumen tersebut, terlihatwbhamasalah
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumempakanuhal
yang paling pokok dan utama dalam perlindungan lkoes. Barang
dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikagaknanan,
terlebih lagi yang membahayakan keselamatan konsyetas tidak
layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnyatuk
menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalamgpeaannya
akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsume
penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk hhetarang
dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan latesbukaan
informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika teedapenyimpangan
yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, peesieh

advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, komperssaspai ganti

rugi.t’

" Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. 2008ukum Tentang Perlindungan KonsumBil. Gramedia
Pustaka Utama:Jakarta. Hal:30.



19

2. Kewajiban konsumen
Selain memperoleh hak, konsumen juga memiliki kibaaj, yaitu:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan piose
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasake@manan
dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembellzarang
dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa pentigdn
konsumen secara patut.

3. Hak pelaku usaha
Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi parakipel
usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak y@etkan kepada
konsumen, maka oleh Undang-Undang Perlindungan ufoes
pelaku usaha juga diberikan hak-hak, yaitu:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengap&ieatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atasa jgang
diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tinddt@rsumen
yang beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dianda
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbultasa hukum

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan olehrzadan/atau

jasa yang diperdagangkan;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan ok

undangan lainnya.

&

4. Kewajiban pelaku usaha
Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konswaeg telah
diberikan oleh Undang-Undang, maka pelaku usahaebditkan
kewajiban-kewajiban, antara lain:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujurngemai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta ewkab
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara berajujur
serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproddisi/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar matand
dan/atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengnpiathu
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta menaveman
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/at@g y
diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantdas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaarang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganépabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfadi#tak sesuai
dengan perjanjian.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang &ubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perlo&an
Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199@ngriPerbankan
tidak secara tegas mengatur tentang hak dan kewaphnk dan nasabah
tetapi secara umum hubungan timbal balik antarab@ds dengan bank
menimbulkan hak dan kewajiban sebagai berikut:
1. Kewajiban bank

a. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah pesertadetana yang
disimpan pada bank kecuali Undang-Undang menentiakan

b. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai denganjiperj@ng
telah disepakati;

c. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian;

d. Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidaknpu
melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;

e. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hahdign L/C
(Letter of Credit sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi;

f. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkgarba
simpanan dananya di bank;

18 Sentoso Sembiring. 1998ukum PerbankanCV. Mandar Maju:Bandung. Hal: 16
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Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

2. Hak bank

a.

b.

Mendapat provisi terhadap layanan jasa yang diderikepada
nasabah;

Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persamargang
telah disepakati bersama;

Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu @slknedit
yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kyadg telah
ditandatangani kedua belah pihak;

Pemutusan hubungan rekening nasabah;

Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungaarfk kredit,
dalam hal terjadi penutupan rekening.

3. Kewajiban nasabah

a.

Mengisi dan menandatangani formulir yang telahdisédean oleh
bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkeh ohlon
nasabah;

Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank;

Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Daddahini dana
awal cukup bervariatif, tergantung jenis layanangydiingikan;
Membayar provisi yang ditentukan oleh bank;

Menyerahkan buku cek atau bilyet giro.

4. Hak nasabah

®ooo

Mendapat layanan jasa yang diberikan oleh bankiobotfiasilitas
kartu ATM,;

Mendapat laporan atas transaksi yang dilakukanlmélank;
Menuntut bank dalam hal terjadi kebocoran rahasik
Mendapat agunan kembali bila kredit yang dipinjafatt lunas;
Mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agujeh antuk
melunasi kredit yang tidak dibayar.

C. Tinjauan Tentang Internet Banking

Internet banking adalah salah satu pelayanan

memungkinkan nasabah untuk memperoleh informadgkukan komunikasi

dan melakukan transaksi perbankan melalui jarimgi@nnet Apabila layanan

jasa bank yang
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perbankannya hanya melalmiternet itu tidak diperkenankan. Jasa@ernet
bankingdapat berupd?®
1. Informational internet banking

Pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bemukasi melalui
jaringan internet dan tidak melakukan eksekusi transalesiegcution of
transactior).

2. Communicative internet banking

Pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuknikasi atau
melakukan interaksi dengan bank penyedia layamégrnet banking
secara terbatas dan tidak melakukan eksekusi ksinsa

3. Transactional internet banking

Pelayanan jasa bank kepada nasabah untuk melakokenaksi
dengan bank penyedia layaniaternet bankingdan melakukan eksekusi
transaksi.

Bank yang menyelenggarakan jasaternet banking wajib
menerapkan manajemen resiko pada aktivitasrnet bankingsecara
efektif, yang meliputf®
a. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;

b. Sistem pengamanasdcurity contro);
c. Manajemen resiko, khususnya resiko hukum dan resiotasi.
Kegiatan jasa pengiriman uang paithdernet bankingdikenal suatu
sistem yang menggunakan perangkat elektronik, y&igtem Bank Indonesia
Real Time Gross Settlemef8istem BI-RTGS). Sistem tersebut merupakan

suatu sistem transfer dana elektronik antar pesifam mata uang rupiah

9 Muhamad Djumhanap.cit Hal: 350
%0 |bid. Hal: 351
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yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika tpmrsaksi secara

individual. Sistem tersebut dirancang untuk mengdén menjaga kelancaran

sistem pembayaran guna mendukung terwujudnya sipembayaran yang
efisien, cepat, aman, dan handal sehingga dapaiukeng stabilitas sistem
keuangan. Manfaat diterapkannya Sistem BI-RTGSrsatenurunkan resiko
sistem pembayaran nasional dengan meningkatkansti@papenyelesaian
akhir, juga menyediakan tambahan pilihan saramsfiea yang cepat, efisien,
aman, dan handal, serta menyediakan informasi sakiening giro bank
secara real time dan menyeluruh sehingga dapat membantu bank
meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dataemgelola likuiditas®
D. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya ydaukan secara
sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerisiasta yang bertujuan
mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemgeaséjahteraan hidup
sesuai dengan hak-hak asasi yang“ada.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dda jenis, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungankum untuk
mencegah kerugian. Misalnya membentuk klausulaski@uyang tepat
bagi para pihak dalam perjanjian dan mentaati pexat perundang-
undangan di dunia perbankan, khususnya dalam rgpgykanfaatan jasa
internet banking

2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindunganumkyang diberikan
apabila kerugian sudah terjadi. Misalnya upaya huklupengadilan.

Menurut -Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pelarbahtas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, perlindungan imutarhadap nasabah

hanya bersifat preventif. Bank dalam menjalankaahasya harus mematuhi

*bid. Hal: 386
2 www.yahoo.comDefinisi Perlindungan Hukum. Diakses tanggal @ 2009.
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ketentuan-ketentuan perundangan-undangan. Banknésdo selaku bank
sentral melakukan pembinaan dan pengawasan terbad&pelaksana untuk
menjaga tidak terjadinya kesalahan atau kelalagrgydimungkinkan dapat
terjadi oleh bank.

Pasal 29 -Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Peanb#\tas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan balemzbinaan yaitu
upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetaplaatupn yang
menyangkut aspek-aspek:

a. Kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan bank;
b. Kegiatan usaha bank, pelaporan bank, dan berkd#agan operasional
bank.

Pembinaan ini diperlukan untuk menimbulkan kepeseaymasyarakat
terhadap perbankan melalui pemberian jaminan kiepastukum bagi
nasabah, selain implementasudential banking principlegprinsip kehati-
hatian). Prudential banking principlesadalah suatu asas yang menyatakan
bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatahamya wajib bersikap
hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakatgy dipercayakan
kepada bank.

Pengawasan meliputi pengawasan langsung dan pesgawadak
langsung. Pengawasa langsung dapat berupa penaarkasmum dan
pemerikasaan khusus yang bertujuan untuk mendapa@&mbaran tentang
keadaan keuangan bank dan untuk memantau tinggatltean bank terhadap
peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui adpakrdapat praktik-
praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungaha bank. Sedangka

pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalupemantauan seperti
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laporan berkala yang disampaikan bank, laporanl l@sneriksaan, dan

informasi lainnya.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nhsakayimpan,
dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungamgyalihasilkan oleh
pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yanat dagnghindarkan
terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini aifedn melalui:

a. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;

b. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagaihsémbaga
pada khususnya dan perlindungan terhadap sistebargean pada
umumnya;

c. Memelihara tingkat kesehatan bank;

d. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian

e. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank kigpentingan
nasabah;

f. Menyediakan informasi resiko pada nasababh.

2. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungagiaiai pembentukan
suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakatjgsa apabila
bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang rakagganti dana
masyarakat yang didimpnan pada bank yang gaga&hbtaersPerlindungan
ini diperoleh melalui Lembaga Penjamin SimpananS)L.P

Selain itu, perlindungan hukum terhadap nasabakimp@an juga dapat
terbagi menjadi 2 macam, yaitt:

a. Perlindungan tidak langsung merupakan perlindung@ikum yang
diberikan kepada nasabah penyimpanan dana terlsaedagpa resiko yang
timbul dari suatu kebijakan atau timbul dari kegratisaha yang dilakukan
oleh bank.

b. Perlindungan langsung merupakan perlindungan yaberikdan kepada

nasabah penyimpan dana secara langsung terhadamundieman
timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha ydifekukan oleh bank.

% Marulak Pardede. 199Bikuidasi Bank dan Perlindungan Nasabd#&tustaka Sinar
Harapan:Jakarta. Hal: 30.
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Perlindungan secara langsung ini dapat dilihat dafa hal, yaitu hak
preferen nasabah penyimpan dana dan lembaga asieposito.
E. Tinjuauan Mengenai Penyelesaian Sengketa

Saat ini dengan bantuan sarana elektromkCommerck transaksi
perdagangan dapat dilakukan tanpa mengharuskan pdrak yang
bersangkutan ke luar dari rumahnya atau berhadagmara langsung.
Kenyataan ini telah memaksa hukum untuk mengaassipiransaksi
perdagangan secara elektronik yang ternyata meuoggnbeberapa potensi
permasalahan hukum, diantaranya sengketa.

Sengketa sendiri merupakan salah satu konsekuesws Idari
kompleksitas transaksi, tidak terkecuali di duniaymn yang eksis melalui
jaringaninternet Oleh karena itu mekanisme penyelesaian senglestaras
konvensional tidak dapat dipertahankan lagi. Moglehyelesaian sengketa
secara konvensional melalui litigasi sistem peeedilrdinary cour),
misalnya cenderung dihindari oleh para pihak yaergdngketa karena selain
memakan waktu yang cukup lama, proses ini jugagdiap tidak selalu
menguntungkan secara adil bagi kepentingan paek géing bersengketa.

Sengketa seringkali diawali oleh suatu keadaark&etalah satu pihak
merasa tidak puas atas suatu prestasi yang dibeoleh pihak lainnya.
Dalam proses sengketa, penyampaian ketidakpuaasrs@tu prestasi dapat
menimbulkan konflik atau perdebatan. Jika dalandgestan itu tidak dicapai
kata sepakat, maka akan berkepanjangan dan menkeua belah pihak
kepada kebutuhan tempat bergantungnya harapansatds penyelesaian

yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berseagket
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Peradilan dalam sistem hukum yang mengadd@psil Law System
seperti di Indonesia sangatlah berbeda denganifaerathlam sistem hukum
yang mengadopsiCommon Law System Seperti telah disebutkan,
perdagangan secara elektronik sendiri adalah m&kanperdagangan yang
berasal dari Amerika Serikat sebagai salah sataraégiglo Saxordengan
mekanisme peradilan yang sangat dipengaruhi @emmon Law System
Karena itu, Khusus untuk kasus-kasus sengketa dpkmagangan secara
elektronik, akan lebih bijaksana juka digunakan amékme peradilan yang
berbasisCommon Law Systenyang merupakan sistem hukum yang dianut
oleh negara asal berkembangnya perdagangan selektaorek. Dalam
konteks saat ini, beberapa negamglo Saxontelah berkembang beberapa
model penyelesaian sengketa alternatif selainsigtem adjudikasi yang telah
ada’

Beberapa model penyelesaian sengketa yang dapambadtign dalam
penyelesaian sengketa perdagangan secara eleksmrdiki meliputi:
1. Proses AdjudikasiAdjudicative Procegs
a. Litigasi (Litigation);

Litigasi adalah proses gugatan atas konflik yamgudilisasikan
untuk menggantikan konflik sesungguhnya. Dalam gsomi, para
pihak mengajukan dua pilihan yang bertentangan deepseorang
pengambil keputusan. Dalam litigasi, terdapat pilkatiga yang
mempunyai kekuatan untuk memutuském itnposg solusi diantara

para pihak yang bersengketa.

4 Mieke Komar Kantaatmadja, et.@lyberlaw Suatu Penganta2002. Elips II. Hal:80
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Pengambil alihan keputusan dalam litigasi sekutamgngnya
menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengarubiu s
keputusan yang adil. Selain itu, terdapat juga mami akan
ketentraman sosial. Sebagai suatu ketentuan umum pilases
gugatan, litigasi juga sangat baik untuk menemukasalahan
kesalahan dan penentuan posisi pihak lawan. Litjgga memberikan
suatu standart prosedur yang adil dan memberiklrapg yang luas
kepada para pihak untuk didengar keterangannya lusebe
pengambilan keputusan.

Dalam sistem hukum tempat keputusan pengadilan pakan
preseden litigasi mungkin lebih bernilai. Akan fadalam sistem
hukum nasional pemraktekan litigasi memiliki belparekelemahan
sebagai berikut:

1. Litigasi memaksa para pihak berada pada posisi gastgim dan
memerlukan pembelaaAdvocacy,

2. Litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suattkapa,
sehingga mendorong para pihak untuk melakukan [herkgn
terhadap kelemahan-kelemahan para pihak lainnya;

3. Proses litigasi memakan waktu yang lama dan memakaya
yang mabhal;

4. Hakim sering kali bertindak tidak netral dan kuramgngikuti
perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasari @sayeh
suatu masalah hukum baru.

. Arbitrasi (Arbitration)

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3Buiia

1999, arbitrasi adalah cara penyelesaian statuapenkerdata di luar

pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjiaitras® yang
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dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bets#a& Proses
arbitrasi didasarkan kepada perjanjian arbitrasigydibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pam@kpmmenyetujui untuk
menyelesaikan sengketanya dengan melibatkan pitedial nyang
mereka pilih untuk membuat keputusan, sehingga ederbdengan
litigasi, para pihak dalam arbitrasi dapat memiiigkim yang mereka
inginkan. Mekanisme penyelesaian sengketa sechitaaapun lebih
memberikan kebebasan pilihan dan jaminan kerahadiagi para
pihak yang bersengketa.

Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui jakitrasi, para
pihak terlebih dahulu membuat kesepakatan dalarnu sperjanjian
tertulis bahwa sengketanya akan diselesaikan melathitrasi.
Kesepakatan tersebut dapat dilakukan baik sebelenadinya
sengketaRactum de compromi tengdatau setelah terjadinya sengketa
(Compromi¢. Dalam hal suatu kesepakatan dibuat setelahdieyja
sengketa, maka kesepakatan tersebut harus memuat:

Masalah yang dipersengketakan;

Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau nsagebitrasi;
Tempat arbiter atau majelis arbitrasi akan menghbkelputusan;
Nama lengkap sekretaris;

Jangka waktu penyelesaian sengketa;

Pernyataan kesediaan dari arbiter;

Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketak un

menganggung segala biaya yang diperlukan untuk gbesgian
sengketa melalui arbitrasi.

Qg RGOTRRCONI TS

% Rachmad Syafa’at, SH.,M.Si. 200%dvokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengkagritek
YPN:Malang. Hal:85
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Perjanjian arbitrasi sering ditambahkan dalam pgga pokok
sehingga disebut sebagai perjanjian aksesoris. rdgaannya yang
hanya sebagai tambahan dari perjanjian pokok sagRalistidak
mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian. n&aye,
walaupun klausul arbitrasi, pemenuhan perjanjigkokgadi terhalang
dan dapat berdiri sendiri dengan sempurna. Selyaljkianpa adanya
perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakkatan
perjanjian arbitrasi.

Meskipun dalam peradilan arbitrasi sendiri masiterdukan
beberapa kelemahan, seperti biaya yang masihfrelatial dan tidak
adanya perangkat dan wewenang dari lembaga arbitratik
melakukan eksekusi putusan arbitrasi, arbitrasi katah menjadi
peradilan alternatif yang banyak dipilih para pihakrdasarkan
beberapa kelemahan mendasar dalam frase litighkpu

Dibandingkan dengan proses litigasi publik, peeadiarbitrasi
sendiri memiliki beberapa keuntungan, seperti:

Putusannya final,

Waktu yang diperlukan tidak terlalu lama;

Menjamin keputusan hukum;

Para pihak dapat menentukan sendiri arbiternya ngghi

kejujuran, penguasaan masalah, dan kearifan searaitgr dapat
terjamin.

S

Dalam transaksi perdagangan secara elektronik yang
persetujuannya terjadi tanpa kontak langsung amtara pihak yang
terlibat, klausul arbitrasi dalam suatu kontrakshraya merupakan
klausul standart, sehingga klausul tersebut meampakyarat umum

dalam kontrak yang dikeluarkan. Adanya klausul teabi yang
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tertuang dalam kontrak yang ditawarkan para pihakgymenerima

penawaran tersebut dianggap telah menyetujui bajikaa timbul

persilisihan, penyelesaiannya akan dilakukan miglalur arbitrasi.

Menurut John Tillotson, pada umumnya penyelesaanglseta

dengan arbitrase dapat digolongkan menjadi 3, yaitu

1. Quality arbitration yang menyangkut permasalahan faktual

(question of fagtdengan sendirinya memerlukan para arbritrator
dengan kualifikasi teknis yang tinggi;

Technical arbritation yang tidak menyangkut permasalahan
faktual, sebagaimana dengan permasalahan yang |tidedam
penyususnancpntruction of documeptatau aplikasi ketentuan-
ketentuan kontrak;

Mixed arbritation sengketa baik mengenai permasalahan faktual
maupun hukum.

2. Proses konsensu€@nsensus Process

a. Negoisasi

Menurut Malik, negoisasi adalah suatu teknik mengpewhi dan

meyakinkan para pihak lain untuk menggunakan kernamyang ada
demi menyelesaikan suatu konffik. Negoisasi adalah proses
konsensus yang digunakan oleh para pihak untuk reeTgh
kesepakatan diantara mereka. Negoisasi merupakatu guoses
penyelesaian sengketa ketika para pihaknya masinilikie cukup
kepercayaan akan itikad baik dari masing-masingipimtuk duduk
bersama, dan saling berkomunikasi guna mencari sisedlusi
pemecahan masalah yang sedang dihadapi.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam proses negodasat

mengikat para pihak seperti layaknya suatu peganjitetapi

%8 |pid. Hal:64
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kesepakatan tersebut tidak dapat dimohonkan eksghuseperti
halnya putusan arbitrasi. Alasannya adalah karegaisasi bukanlah
merupakan proses peradilan, tetapi hanya suatwlbeddnsensus
antara para pihak yang bersengketa saja.

Bentuk penyelesaian sengketa secara negoisasnpaasipilin
oleh para pihak dalam sengketa yang tidak terlalmity dengan
kondisi yang masih memungkinkan adanya komunikasigybaik
antara pihak-pihak yang bersengketa. Apabila daaatu negoisasi,
perdebatan yang terjadi kemudian ternyata berkaepgan dan
sehingga komunikasi sehat sudah tidak ada lagnhgsalahan tersebut
biasanya lalu diselesaikan dalam proses adjudikasi.

Negoisasi juga mempunyai tipe yang dipengaruhi déviasi
sengketa, yaitu sebagai berikit:

1. Negoisasi kerash@rd negoitatioiy

2. Negoisasi halusspft negoitatioi

3. Negoisasi berprinsigp(incipled negoitation

Dalam bernegoisasi, secara umum dikenal beberhppda, yaitf®
Persiapan;

Membangun strategi;

Pembuatan keputusan dan pemecahan masalah;
Implementasi kesepakatan.

e b=

b. Mediasi
Menurut Moore, mediasi adalah intervensi terhadamtus
sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yangt difmima, tidak

berpihak dan netral tidak mempunyai kewenangankuntangambil

%7 |bid. Hal:72
28 |pid. Hal:73
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keputusan dalam membantu para pihak yang berseleddm upaya
mencapai kesepakatan secara sukarela dalam pexgales
permasalahan yang disengketakanMediasi merupakan proses
negoisasi penyelesaian masalah dengan melibatkatudpa pihak
ketiga (mediator) yang bersifat netral. Dalam psosediasi, seorang
mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskangketa. la
hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan glarspersoalan
yang dikuasakan kepadanya.

Dalam mediasi, kewenangan mediator dapat digolangka
dalam dua kategori, yakni mediator aktif dan mextiapasif.
Kewenangan mediator aktif biasanya meliputi:

Mempersiapkan perundingan;
Membuat notulensi perundingan;
Merumuskan solusi;

Menawarkan titik temu;
Memotivasi para pihak untuk memilih solusi.

SIEE SCORDRES

Kewenangan mediator pasif meliputi:

Penyelenggaraan pertemuan;
Memimpin diskusi;

Menjaga aturan main;
Mengendalikan emosi para pihak;
Memotivasi.

QI B2 [N [

Fungsi mediator sendiri adalah sebagai berikut:

Katalisator;

Pendidik;

Nara sumber;
Penerjemah para pihak;
Penampang usulan;
Negoisator.

o 01.b W g

29 |pid. Hal:35
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Selanjutnya tahapan proses mediasi dapat meliggfiatan-kegiatan
sebagai berikut:

1. Penataan dan pengaturan jadwal;

2. Pengantar atau pembukaan oleh mediator;

3. Pernyataan pembukaan oleh mediator;

4. Pernyataan pembukaan oleh para pihak;

5. Pengumpulan informasi;

6. ldentifikasi masalah, penyusunan agenda, dan kaukus
7. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
8. Melakukan tawar menawar;

9. Membuat kesepakatan;

10. Penutupan.

. Konsiliasi

Konsiliasi adalah mekanisme penyelesaian sengketizkak
pihak-pihak yang bersengketa ternyata tidak mampmrumuskan
suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukanrugaln keluar
dari sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketaasdoasiliasi
sangat tipis perbedaannya dengan penyelesaian etangiecara
mediasi, sehingga konsiliasi sering diartikan sebagediasi. Hal yang
membedakan penyelesaian sengketa secara kondiiagan mediasi
adalah bahwa di dalam penyelesaian sengketa demasdiasi, pihak
ketiga yang terlibat sesungguhnya juga terkait dengermasalahan
yang sedang disengketakan, sehingga posisinyaagiegberi solusi
tidak netral seperti halnya seorang mediator.

Selain penyelesaian sengketa yang telah dikemukakan
sebelumnya yang disebut sebagdiernative Dispute Resolution
(ADR), masih ada satu lagi alternatif penyelesaangketa, yaitu

dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Ban&nksla (PBI)
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Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemeikd®&salam
Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
F. Penyelesaian Sengketa Perbankan

Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan perleie@nkan
menerbitkan ketentuan mengenai mekanisme dan pnoséata cara
penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana tedlangPeraturan Bank
Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaieng&luan Nasabah.
Ketentuan tersebut mengandung ketentuan pokok; gaintaranya’

1. Mewajibkan setiap bank untuk menyelesaikan pengagaag diajukan
secara lisan dan atau tertulis oleh nasabah danpatavakilan nasabah,
termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badamniudan atau bank
lain yang menjadi nasabah bank tersebut;

2. Setiap nasabah, termasuwalk-in  costumer (nasabah yang tidak
mempunyai rekening), memiliki hak untuk mengajugangaduan,;

3. Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh perwakitsabah yang
bertindak untuk dan atas nama nasabah berdasamkanksiasa khusus
dari nasabah yang bersangkutan.

Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah setiaptok bank
diwajibkan untuk membentuk lembaga berupa unit dgau fungsi yang
secara khusus dapat menangani dan menyelesaikagaduam nasabah.
Apabila lembaga yang dibentuk tersebut berupa Wditisus, harus
diperlakukan sebagai unit kerja yang terpisah damt kerja lain dan
dicantumkan dalam struktur organisasi bank yangamgkutan, sedangkan
apabila lembaganya berbentuk fungsi khusus untukagsnan dan

penyelesaian pengaduan di kantor bank yang bemstargk penugasan

pejabat/petugas yang ditunjuk dituangkan dalamussiatat keputusan direksi

%9 Muhamad Djumhana. 2008sas-Asas Hukum Perbankan IndoneBid. Citra Aditya
Bakti:Jakarta. Hal: 148.
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bank. Penyelesaian sengketa perbankan sendiruddakdengan cara mediasi
yang difasilitasi oleh lembaga mediasi perbankan.

Lembaga mediasi perbankan sendiri baru dibentula padal tahun
2006, setelah terbitnya Peraturan Bank Indonesiand¥o8/5/PBI1/2006
tentang Mediasi Perbankan. Lembaga mediasi tergabat kelanjutan dari
pengaturan tentang penyelesaian pengaduan nasBbagaturan mediasi
perbankan tersebut selain dimaksudkan untuk memgmaasi bank sebagai
lembaga intermediasi juga dimaksudkan untuk merkéeri alternatif
penyelesaian sengketa kepada nasabah yang pengahmmereka ajukan

kepada bank tidak mendapatkan hasil penyelesarprg@muaskarr

31 Muhamad Djumhana. 2008p.cit Hal: 150
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METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, supaya diperoleh hasil yapgroal maka diperlukan
suatu metode penelitian yang sesuai dengan tembgbasan. Berkaitan dengan
hal tersebut, maka metode penelitian yang digunala@am karya ilmiah ini
adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan dalam peneliti@dalah pendekatan
yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologisgksudnya adalah suatu
penelitian hukum perbankan yang mengedepankan peséa mengenai
perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pemanfgasa internet
banking apabila terjadi kerugian dimana dalam pembahasabhag@edoman
pada peraturan hukum yang dapat dijadikan arahark umenganalisa gejala
hukum yang timbul dan kemudian membandingkan antaratan nilai-nilai
ideal yang ada dalam peraturan perundang-undargagad kenyataan yang
ada di nasabah dan bank.
B. Lokasi Penelitian
Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telalraikbn
sebelumnya maka lokasi penelitian yang dipilih adaBNI cabang Malang.
Adapun lokasi tersebut dipilih karena BNI cabangldvig telah mempunyai
layanan jasanternet banking/ang diterapkan selama 2 tahun dan ada nasabah

penggunainternet bankingyang dirugikan sehingga hal ini sangat penting

37
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untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalamapéaatan jasa
layananinternet bankingersebut.
C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inigiibveenjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secaigsiang dari nara
sumber yang terkait dengan permasalahan yang alkahas. Data primer
dalam penelitian ini meliputi data tentang:
a. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi nakalbank
pengguna jasaternet banking
b. Hambatan serta upaya bank dalam memberikan janpi@dimdungan
hukum bagi nasabah pengguna jasarnet banking
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dg@udtakaan baik

dari buku literatur, karya ilmiah para sarjanajkattartikel dari internet
yang berkaitan dengan permasalahan penelitiandokumen-dokumen
yang ada di BNI cabang Malang serta peraturan pengrundangan yang
berkaitan dengan materi penulisan penelitian ini.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian inaada

1. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancangdung nara sumber

yang ada di BNI cabang Malang;
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2. Sumber data sekunder diperoleh Undang-Undang gemgelasannya,
Peraturan Bank Indonesia (PBI), jurnal ilmiah, hasinelitian, pendapat
para ahli, dan kamus hukum yang berhubungan delegaa penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data
Data primer dalam penelitian ini diperoleh denganggunakan teknik
sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpatardeéngan
cara melakukan tanya jawab secara lisan dan laggsntara dua orang
atau lebil®?> Wawancara dilakukan secara langsung dengan olsek y
bersangkutan dalam penelitian.

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan tekalamcara
bebas terpimpin, yakni peneliti terlebih dahulu rbelat catatan pokok
yang akan ditanyakan, tetapi tidak menutup kemumagkiadanya atau
munculnya pertanyaan baru yang disesuaikan dengaasis ketika
wawancara dilakukan, sehingga arah wawancara tigakyimpang dari
pedoman yang ditetapkan sebelumnya.

2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan yakni dengan melakukan pengansetzara
langsung selaras dengan judul, tipe, serta tujeaelgian dan pencatatan
secara sistematis terhadap fenomena sosial yandi é&jgangari> Dalam

penelitian ini, observasi langsung diadakan di B&dang Malang.

%2 Kartini Kartono. 1996Pengantar Metodologi Riset Sosiblal 187.
% Bambang Waluyd,oc.cit, hal 66.
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Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengsnggunakan
teknik sebagai berikut:
1. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data eongea
membaca dan mempelajari sumber-sumber kepustakaapabbuku-buku
literatur, peraturan perundang-undangan serta dektookumen yang
berkaitan dengan penelitian ini.
2. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data dergaa
menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen serta cafaégting yang
ada di BNI cabang Malang berupa data-data yangstarggberhubungan
dengan penelitian ini.
E. Populasi dan Sampel
Populasi adalah seluruh objek, gejala, kegiataru atait yang
berhubungan dengan objek yang diteliti. Populakirdaenelitian ini adalah
para pihak baik staf BNI cabang Malang maupun redsgiengguna jasa
internet banking
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukanganpurposive
sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan ocasagambil
subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu danlihdiperdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel populaEm penelitian ini

adalah:
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1. Staf bidang pelayanan pengaduan nasabah BNI cabkatgng yang
berwenang dalam hal menangani permasalatiamet banking

2. Nasabah BNI yang menggunakan layananijatsanet banking

F. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dpsk kualitatif
dengan'cara data yang diperoleh disajikan secaséiriggf tentang hasil
penelitian perlindungan hukum terhadap nasabahguerginternet banking
dan dianalisis secara kualitatif dengan tahapaapiah sebagai berikut:

1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan psatahan penelitian.

2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasik

3. Data yang telah disistematisasikan kemudian disisalintuk dijadikan
dasar dalam mengambil kesimpulan.

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum merupakan suatu keadaan dimaatu subyek
hukum merasa haknya dijamin secara hukum sehingg#ta suasana
aman, nyaman, dan tentram.

2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

3. Internet banking adalah salah satu pelayanan jasa bank yang
memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi,lakukan
komunikasi dan melakukan transaksi perbankan meéaloganinternet

4. Kerugian merupakan suatu keadaan dimana berkuranggly yang dapat

berupa materi yang diderita oleh suatu pihak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah®

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal seb&mmnk Negara
Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikam dianiliki oleh
Pemerintah Indonesia.

Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat peanbayesmi
pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia,iyalkl atau Oeang
Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggalORtbber 1946,
hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga tanggal
tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasjosaimentara hari
pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapsebagai Hari Bank
Nasional.

Menyusul penunjukabe Javsche Banigang merupakan warisan
dari pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral padant 1949,
pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indorssbagai bank
sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesieditetapkan sebagai
bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak umduindak sebagai
bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksiegeri.

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun st8&f

Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komensigt pemerintah.

3 www.bni.co.iddiakses pada tanggal 13 agustus 2010
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Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih batk bektor usaha
nasional.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendieiaaga
bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Négadoaesia 1946 resmi
digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini jatkéken Bank
Negara Indonesia lebih dikenal sebagai BNI 46. Bengan nama
panggilan yang lebih mudah diingat Bank BNI dité&p bersamaan
dengan perubahaan identitas perusahaan tahun 1988.

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah oieRja
Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputustuk menjadi
perusahaan publik diwujudkan melalui penawaranmegberdana di pasar
modal pada tahun 1996.

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubatem
kemajuan lingkungan, sosial budaya serta teknalaggrminkan melalui
penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanpiri masa ke
masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitBih terhadap
perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang digetbamulai
digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan lghih baik,
setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yamgSeiutan Bank BNI
dipersingkat menjadi BNI, sedangkan tahun pendirié digunakan
dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggszaga bank
nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesafepublik

Indonesia.
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Berangkat dari semangat perjuangan yang berakargsdrahnya,

BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang tkrbagi negeri, serta

senantiasa menjadi kebanggaan negara.

2. Visi

Menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul, nemka, dan

terdepan dalam layanan dan kinerja.

3. Misi

a.

Memberikan layanan prima dan solusi yang berndankiah kepada
seluruh nasabah, dan selaku mitra pillihan utahml{ank choice
Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi irees

Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebamggantuk
berkarya dan berprestasi;

Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhdoegkungan
sosial,

Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata k@olsahaan yang

baik.

4. Budaya kerja

a.

Profesionalisme:

Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil tkrbai
Integritas:

Jujur, tulus, ikhlas, disiplin, konsisten, dan baggung jawab.
Orientasi pelanggan:

Memberikan pelayanan terbaik melalui kemitraan ystngfegis.



45

d. Perbaikan tiada henti:
Senantiasa melakukan penyempurnaan, kreatif, aevati
5. Stuktur Kepegawaian

Struktur kepegawaian di BNI cabang Malang padsade/a dibagi
menjadi 3 bidang, yaitu bidang pembinaan KLN, bglgelayanan, dan
bidang operasional. Dalam bidang Pembinaan KLNajsat KLN-KLN
pembantu diantaranya KLN UBM, KLN UNMER, KLN Kepamj, KLN
UM, KLN UMM, KLN ITN 2, KLN Batu, KLN Singosari, da KLN
Pasar Besar yang dibawahi oleh pemimpin bidang perab KLN BNI
cabang Malang, selain itu bidang pembinaan KLN joggncangkup unit-
unit pemasaran. Bidang pelayanan lebih sebfgai office bank untuk
melayani nasabah yang dalam melayani nasabah &kndiaip-unit tertentu
seperti, penyelia pelayanan uang tunai 1-2 danglengelayanan nasabah
1-2. Untuk bidang operasional terdapat 3 unit,uypgnyelia administrasi

DN dan kliring, penyelia admnistrasi umum, dan piaysentra kés.

% Hasil wawancara dengan kepala cabang BNI cabanangaang didelegasikan kepada bapak
Tatang Kepala bidang pelayanan umum.
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Gambar 1. Struktur Kepegawaian BNI cabang Malang
Sumber Data Primer 2010 (dioldh)

% Berdasarka Surat Keputusan Direksi BNI cabang MakP/113/DIR/MALANG/R
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6. Job Description

a. Pemimpin Bidang Pembinaan KLN
Membawahi atau sebagai supervisi kantor layanam a@bang
pembantu (capem) BNI yang menjadi bagian dari Bi¥dlang Malang.
Kantor layanan atau cabang pembantu tersebut lBertumtuk
melayani transaksi, setoran tunai, penarikan simpampembukaan
rekening, dan lain-lain.

b. Pemimpin Bidang Pelayanan
Membawahi atau sebagai supervisi unit-unit gargadefrontline) di
kantor cabang atau induk.

c. Pemimpin Bidang Operasional
Membawahi atau sebagai supervisi unit-uratk officecabang atau
induk.

d. Penyelia Pelayanan Uang Tunai-1 (PUC-1)
Bertugas untuk melayani setoran atau penarikan twarag, Real Time
Gross SettlemerfRTGS), dan kliring.

e. Penyelia Pelayanan Uang Tunai-2 (PUC-2)
Bertugas untuk melayani setoran atau penarikan twarag, Real Time
Gross Settlemen(RTGS), dan kliring dengan nominal lebih dari Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

f. Penyelia Pelayanan Nasabah-1 (PNC-1)

Bertugas untuk melayani pembukaan rekening.
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g. Penyelia Pelayanan Nasabah-2 (PNC-2)
Bertugas untuk melayani pembukaan rekening, ATM) ttansaksi
luar negeri.

h. Penyelia Administrasi DN dan Kliring (DNC)
Bertugas sebagaadminstrator di bidang pembukuamwoucher dan
bidang administrasi kredit.

i. Penyelia Administrasi Umum
Bertugas sebagaadminstrator di bidang personalia, logistik, dan
properti.

j. Penyelia Sentra Kas
Bertugas untuk melayani perputaran kas antar Khiy, antar bank,
atau Bank Indonesia.

k. Pemasaran 1 dan Pemasaran 2
Bertugas untuk memasarkan produk perbankan bidama. d

|. Pemasaran 3
Bertugas untuk memasarkan produk perbankan bidaaalitk

7. Produk-Produk Electronic Banking

a. BNIATM
BNI ATM merupakan jaringan ATM yang luas dengan0B.8dua ribu
tiga ratus) unit ATM di seluruh Indonesia, yangktereksi dengan
6.900 (enam ribu sembilan ratus) ATINhk dan 10.500 (sepuluh ribu
lima ratus) ATM Bersama, serta ratusan ribu ATMIdigw Cirrus di
seluruh dunia. Untuk menawarkan solusi bagi tuntuteansaksi

perbankan nasabah yang semakin beragam. BNI AT gilgngkapi
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dengan puluhan fitur untuk memudahkan nasabah umtilakukan
pembayaran tagihan, pembelian, dan transfer agkanimg.

b. BNI PhonePlus
BNI PhonePlusmerupakan layanaRhone Bankingyang menawarkan
kemudahan untuk bertransaksi perbankan apapun aefdn(dua
puluh empat) jam dan dari manapun.

c. BNI SMS Banking
BNI SMS Bankingnerupakan fasilitas perbankan bagi nasabah BNI
Taplus yang memudahkan nasabah untuk melakukariaisg pulsa,
transfer sampai bayar tagihan kartu kredit BNI fzadgngan mengirim
sms BNI SMS Bankinglapat diakses dari seluruh operator ponsel di
Indonesia, baikcSMmaupunCDMA.

d. BNI Internet Banking
BNI Internet Bankingadalah fasilitas layanan transaksi perbankan
melalui jaringaninternet selama 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh)
hari seminggu, serta bisa diakses mel&arsonal Compute(PC),

Laptop,Notebook maupurPDA kapanpun dan dimanapun.

B. Hubungan Hukum Yang Mengikat Antara Nasabah Dan Bak Di Dalam
BNI Internet Banking
Dalam pemanfaatan jagaternet bankingentu saja sebelumnya telah
terdapat hubungan hukum antara nasabah dengan Dadalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atefatd)-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak dijelaskecara tegas
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mengenai hubungan hukum antara bank dengan nakhbshnya mengenai
penggunaan jasaternet bankingTetapi meskipun demikian jika dilihat dari
definisi-definisi yang tercantum pada pasal 1 Umgddndang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-UndangoN@ntahun 1992

tentang Perbankan, seperti misalnya definisi baimkpanan, dan nasabah,
maka dapat disimpulkan secara eksplisit mengenaurgan hukum antara
bank dengan nasabah dalam penggunaarnnsaet banking

Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahl@©8

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Td8® tentang
Perbankan adalah sebagai berikut:
"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana e@syarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyamdam bentuk
kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangkaningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ban&rupakan
badan usaha yang tugasnya adalah untuk menghingmandhri masyarakat
dalam bentuk simpanan yang kemudian dana yang télampun dalam
simpanan masyarakat tersebut disalurkan kepada amsksy Yyang
membutuhkan dana dalam bentuk kredit maupun bdrgokik yang lain.

Terdapat kata simpanan dari definisi bank yanghtelgelaskan
sebelumnya. Simpanan sendiri mempunyai definisenén jika dilihat dari
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubaitas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh maaslatr kepada bank
berdasarkan berdasarkan perjanjian penyimpanan ddaiam bentuk giro,

deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ataentbk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.”
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Masyarakat yang menyimpan dana di bank disebutgselmasabah
bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998&tenPerubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Rkdpa nasabah
dibedakan menjadi dua, yaitu nasabah penyimpamedsabah debitur yang
definisinya sebagai berikut:

"Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.”

"Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatikaanya di bank
dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian baskgdn nasabah yang
bersangkutan.”

"Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperolehlitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yangeiiamakan dengan
itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yagrgangkutan.”

Dari definisi-definisi tersebut tentunya sudah skimgelas bahwa
hubungan hukum bank dengan nasabah adalah beraagagkanjian yang
dituangkan secara tertulis, bersifat timbal baléy mengikat bank dan
nasabah ke dalam hak dan kewajibannya masing-masing

Di dalam pemanfaatan layanan jagaernet banking nasabah
mengikatkan diri kepada kesepakatan dengan ban§ g@nangkan pada
perjanjianinternet bankingyang pada prakteknya dibuat baku oleh pihak
bank. Dengan kesepakatan tersebut pihak nasabahpungai hak dan
kewajiban serta harus tunduk pada ketentuan-ketenyang berlaku pada
pihak bank sebagai penyedia jaséernet banking sebaliknya bank juga
mempunyai hak dan kewajiban tetapi tidak tunduk aklep ketentuan-
ketentuan dari konsumen.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentaf@masi
dan Transaksi Elektronik menganggap hubungan hukutara bank dengan

nasabah terjadi pada perjanjian elektronik ataurk&nelektronik. Pasal 1
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angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentafaymasi dan
Transaksi Elektronik memberikan definisi tentarmgtkak elektronik, yaitu
perjanjian para pihak yang dibuat melalui sisteraktebnik. Jadi yang
dimaksud perjanjian menurut Undang-Undang NomoFdiun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik bukan lagi pejin secara tertulis
melainkan perjanjian yang dibuat secara elektromkalui sistem elektronik.
Kontrak elektronik tersebut sah apabila menggunaistem elektronik yang
sudah disertifikasi menurut pasal 13-16 Undang-dgdomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
|. Syarat dan ketentuan untuk menggunakan layanan jasanternet
banking di BNI cabang Malang®’
a. Syarat menjadi nasabah pengguna Bidrnet banking
1. Nasabah BNI Taplus dan/atau BNI Taplus Utama dan/at
Taplus Mahasiswa dan/atau BNI Giro Perorangan (Ip&)g
memiliki BNI Card atau Nasabah BNI Taplus atau BiNiplus
Anggota/Pegawai yang memiliki Kartu ATM,;
2. Nasabah menggunakan BNI Card untuk melakukan rasist
BNI internet bankingnelalui BNI ATM;
3. Nasabah harus memiliki alama&mail yang aktif;
4. Telah membaca dan memahami syarat menjadi nasabah
pengguna BNinternet banking

b. Ketentuan penggunaan Bhiternet banking

3" Booklet BNlinternet banking
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1. Nasabah pengguna dapat menggunakan layananir@érhet
banking untuk mendapatkan informasi (transaksi non firehsi
dan atau melakukan transaksi perbankan (transakansial)
yang telah ditentukan oleh bank;

2. Pada saat pertama kali menggunakan layanan iBiérnet
banking nasabah pengguna diharuskan melakukan registrasi

melalui BNl ATM dan aktivasi melalwww.bni.co.id

Melihat syarat dan ketentuan tersebut nasabah tela@hgikatkan
dirinya melalui perjanjian penggunaan layanan jBbdH internet banking
secaraonline Menurut hasil survei terhadap 5 pegawai BNI cgbslialang,
untuk dapat menggunakan layanan BiNfernet bankingnasabah cukup
melakukan registrasi melalui ATM dan aktivasi melalvww.bni.co.id
tentunya dengan terlebih dahulu memenuhi syaratkdgantuan yang telah
dijelaskan sebelumny

Dengan persetujuan dari nasabah terhadap formatjamian yang
dibuat oleh bank, berarti nasabah telah menyetsjuserta maksud dan
dengan demikian berlaku aspacta sunt servandgaitu perjanjian tersebut

berlaku sebagai undang-undang yang mengikat plak (1338 KUHPery?

C. Jenis Masalah Teknis Dalam Pemanfaatan Jasa BNihternet Banking
Masalah teknis yang dimaksud disini adalah suaad&an dimana

bank telah lalai dalam menjaga dan memberikan peky kepada

% Hasil survei dari pegawai bidang pelayanan daargjcadministrasi umum.
% Try Widiyono. 2006 Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbamkandonesia
Ghalia Indonesia. Hal 18
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nasabah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dal@nggunaan
fasilitas yang diberikan oleh bank. Masalah tekidak mutlak timbul
hanya karena kesalahan sistem saja, akan tetagilahateknis tersebut
juga bisa disebabkan karena kelalaian dan keceavbadisabah sendiri.

Terdapat beberapa macam jenis masalah teknis ydaglaam
dunia teknologi, masalah ini ditemukan dalam beamamacam kasus
baik pemrograman maupun bidang lainnya dalam prgaeg dilakukan
dengan menggunakan komputer. Kesalahan tersebataalain adalah
sebagai berikut®

1. Logical error

Suatu kesalahan yang diakibatkan karena kesaladlamdchal logika.
Kesalahan logika disini bisa karena salah pengd#éa dan kesalahan
logika pada program. Apabila terjadi kesalahannraka komputer
akan tetap melaksanakan perintah yang disampaikam t@tap hasil
dari proses tersebut tidak benar. Kesalahan innasuk dalam
kesalahan yang cukup sulit karena pada kondiserttrt Hasilnya
terkadang tidak terdeteksi dalam jangka waktu dekasinilah
dibutuhkan ketelitian baik bagi programmer maupengentrip data.

2. Runtime error
Kesalahan yang terjadi ketikan program sedangadiian. Kesalahan
ini biasanya diantisipasi oleh programmer atawesisbperasi dengan
memberikan peringatan. Apabila tidak terantisipgsida waktu
perencanaan dan pembuatan program sangat dibutuGkemohnya
seseorang ingin melihat situs berita, alamat yaketid sudah benar
dan komputer juga sudah terhubung dengan intemkat) tetapi situs
berita tersebut tidak bisa diakses. Setelah diulelusernyata server
dari situs tersebut sedadgwnatau mati.

3. Error burst
Gangguan yang timbul dalam suatu sistem komunikgang
diakibatkan adanya kerusakan pada jalur transratsi.d

4. Sintax error
Kesalahan dalam hal perintah. Ini merupakan keaalalyang
diakibatkan karena penulisan atau tata bahasa ty@daig benar. Error
ini membuat pihak yang diminta untuk mengerjakasuats menjadi
bingung sehingga tidak dapat melakukan perintabebert. Apabila

4 Hamid.Error Detection (Online)2008. http://www.total.or.id/info.php.?kk=errddiakses pada
10 Februari 2010.
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terjadi kesalahan ini, maka proses akan dihentikkdau tidak
dilanjutkan sampai yang bersangkutan menulis pErigang benar.

Berdasarkan jenis-jenis kesalahan teknis yang teligglaskan

sebelumnya maka dalam implementasi pemanfaatanrB&het banking

di lapangan terdapat beberapa kesalahan yangijeméd:
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0 - . . . .
Sistem error Gagal transaksi Saldo berkurang tiba- lampu mati

tiba

Gambar 2. Jenis Kesalahan Teknis yang Terjadi Sad@emanfaatan BNlinternet banking di
lapangan
Sumber Data Primer 2010 (diol4h)

Menurut grafik kesalahan teknis tersebut mengifikasikan
bahwa sekitar 50% kesalahan merupakan kesalahtamsan bukan
kesalahan nasabah. Hal ini mengindikasikan sistéiiernet banking
belum siap sehingga bank sudah seharusnya bertagggwab atas
layananinternet bankingya.

D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Diamin Oleh
Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pemanfaatan JasBNI |nternet

Banking

“! Hasil survei terhadap 30 nasabah BNI penggunaiiiinet banking
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Praktek pemanfaatan jasa BMiternet bankingdimulai dengan
nasabah meminta permohonan penggunaan iBféinet banking kepada
pihak BNI yang diwakili olehcostumer serviceSetelah itu nasabah akan
mengisi formulir permohonan pemanfaatan BMternet bankingyang
berisikan mengenai identitas nasabah serta hdkimi/ang diperlukan oleh
bank. Kemudian nasabah akan diminta untuk menamgita sebuah
perjanjian baku yang telah dibuat sebelumnya olahkbsebagai bentuk
kesepakatan antara bank dengan nasabah dalam emgkafaatan jasa BNI
internet banking?

Hal ini merupakan awal dari hubungan hukum antasabah
dengan bank yang terjalin dan mengikat dalam pemasanii jasa BNihternet
banking yang tertuang pada sebuah perjanjian baku. $e@@qd dijelaskan
sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1&98ang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992ngnPerbankan
tidak mengatur secara tegas mengenai hubungan hy&ngterjalin antara
bank dan nasabah dalam pemanfaataniBidinet banking

Asas kebebasan berkontrak melatar belakangi hubuhg&um
yang terjadi dikarenakan belum adanya peraturarg yaengatur namun
perkembangan yang ada dimasyarakat sudah mengsrkhrbomembutuhkan
layanan jasanternet bankingsehingga dibuatlah sebuah kontrak baku oleh
bank** Adanya kontrak baku ini sangat rawan disalahgumakelagi belum
adanya peraturan yang khusus mengatur tentaeget bankingnenjadikan

hak-hak dari nasabah menjadi terancam.

“? Hasil wawancara deng@ostumer servicBNI cabang Malang
3 Hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanabahs
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Hasil survei yang dilakukan oleh penulis menemukamirak baku
yang dibuat oleh BNI dalam rangka pemanfaatan $hinternet banking
secara umum mengatur mengenai hak dan kewajibamgragsing pihak
tetapi ada beberapa klausula yang menyatakan pesagabnggung jawab
bank atau dengan kata lain nhasabah membebaskardbeardegala tuntutan
dalam hal adanya kerugian yang dialami oleh nasabatek adanya
peraturan yang khusus mengatur mengenainet bankingseharusnya tidak
disampingkan begitu saja hak-hak dari nasabah. dikejau dari segi
klausula baku yang dilarang Undang-Undang NomomBuh 1999 tentang
Perlindungan Konsumen mengatur tentang hal tersebut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlinaling
Konsumen sendiri mengatur mengenai hak dan kewsjlaa pelaku usaha
serta konsumen dan juga mengatur mengenai klabsikia yang dilarang.
Namun sebelum membahas mengenai klausula baku gédagng ada
baiknya dibahas terlebih dahulu mengenai defingi téank dan nasabah
yang tidak tercantum secara jelas pada Undang-ndamor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlinalong
Konsumen sebenarnya tidak dikenal istilah nasalaehbénk melainkan
konsumen dan pelaku usaha, tetapi apakah nasalvapakan konsumen
dan apakah bank merupakan pelaku usaha menuruttda&te Undang-

Undang.
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Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198¢ang
Perlindungan Konsumen terdapat tentang definisskoren dan pelaku
usaha:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang damw/afasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingansg#indiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untyedilagangkan.”
"Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badaaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan bukan badan mhukang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiat@tam wilayah
hukum negara Repunlik Indonesia, baik sendiri mauparsama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usal@am berbagai
bidang ekonomi.”

Definisi konsumen tersebut dapat dilihat bahwa Wgddndang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumeremlmatasi
pengertian konsumen hanya sebatas konsumen akkiangkan nasabah
bank dalam kaitannya sebagai konsumen jasa baak semuanya dapat
digolongkan sebagai konsumen akhir. Nasabah (kirediupun debitur)
dengan dana besar pada umumnya menggunakan jasa updnk
kelancaran transaksi bisnisnya.

Definisi konsumen antara dalam Undang-Undang Nogndahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah konsunyang
menggunakan suatu produk sebagai bagian dari prusekiksi suatu
produk lainnya (tujuan komersial), sedangkan deffipelaku usaha disini
telah termasuk juga bank sebagai pelaku usaha. dashbah yang
menggunakannternet bankinguntuk kepentingan transaksi bisnis atau
tujuan komersial bukanlah konsumen yang dimaksudathm Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan #woes karena

konsumen yang dimaksud Undang-Undang ini merupk&asumen akhir
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akibatnya tidak semua nasabah dilindungi oleh Ugdamdang
Perlindungan Konsumen. Namun demikian asas pergau konsumen
yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang NomoraBui 1999
tentang Perlindungan Konsumen yaitu, asas mardaat keadilan, asas
keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsdare asas
kepastian hukum bisa dijadikan pengecualian.

Menurut penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomorh@ima999
tentang Perlindungan Konsumen perlindungan konsuirssaienggarakan
sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asgsrgkvan dalam
pembangunan nasional, yaitu:

a. Asas manfaat
Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam peggaraan
perlindungan konsumen harus memberikan manfaasaebesarnya
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha seesetukuhan.

b. Asas keadilan
Agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkarasg maksimal dan
memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaka wstuk

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanngassadil.

c. Asas keseimbangan
Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingamsukoen,
pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti mateail@tn spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
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Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselankapada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pen@nfhatang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum
Agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati nmuan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlgadukonsumen,
serta negara menjamin kepastian hukum.

Penjelasan asas-asas perlindungan konsumen tersipat
disimpulkan bahwa pada dasarnya tanpa membedakasumen akhir
maupun konsumen antara kesemuanya berhak mendagsiadungan
hukum dalam hal ini perlindungan sebagai konsurbegitu juga dengan
pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukerhadap
konsumen yang beritikad tidak baik.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam klabsikla diatur
dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199%arign
Perlindungan Konsumen, tetapi sebelum membahad padsaaka akan
dijelaskan terlebih dahulu mengenai hak dan kewsjibasabah serta
pihak bank.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlinalung
Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan Keamakewajiban
dari konsumen (nasabah), melainkan juga hak-hak kiawajiban-
kewajiban pelaku usaha (bank). Namun, kelihatanwhalnak yang
diberikan kepada konsumen (pasal 4) lebih bany#landiingkan hak

pelaku usaha (pasal 6) dan kewajiban pelaku ugssal(7) lebih banyak
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dari kewajiban konsumen (pasal 5). Berikut adakdan kewajiban dari
konsumen dan pelaku usaha yang diberikan/dibebaonketm Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Woes:
1. Hak konsumen
Menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsurnak
dari konsumen adalah sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatarm dala
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mextkiap barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukarkdadisi serta
jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur gaen kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa,;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atasdalan/atau
jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, daayai
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen Seatarta

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsume

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bemar jdjur serta
tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/at
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yanginuhtetidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanamgees

I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pemnog:
undangan lainnya.

Sembilan butir hak konsumen yang diberikan oleh duhgd
Undang Perlindungan Konsumen tersebut, terlihatwbhalmasalah
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumemakanuhal
yang paling pokok dan utama dalam perlindungan loes.

Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak nnidaribe
kenyamanan, terlebih lagi yang membahayakan kestdam

konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalamsyauakat.

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barangatianjasa dalam
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penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak mayabam

konsumen penggunanya, maka konsumen diberikanrtak memilih

barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkias
keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujlika terdapat
penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak udid&ngar,
memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang leaiihpensasi
sampai ganti rudgt*

2. Kewajiban konsumen

Selain memperoleh hak, konsumen juga memiliki kibaaj, yaitu:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan piose
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasake@manan
dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelizarang
dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa pentigdn
konsumen secara patut.

3. Hak pelaku usaha
Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi parakipel
usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yaergkain kepada
konsumen, maka oleh Undang-Undang Perlindungan Woes
pelaku usaha juga diberikan hak-hak, yaitu:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengap&ieatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atasa jgang
diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tinddt@rsumen
yang beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dianda
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

4 Gunawan Widjajaop.cit Hal:30
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d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbuleitaga hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan olehrzadan/atau
jasa yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pkamnog:
undangan lainnya.

4. Kewajiban pelaku usaha
Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konswyaeg telah
diberikan oleh Undang-Undang, maka pelaku usahaebdikan
kewajiban-kewajiban, antara lain:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujurngemai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta erddab
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara berajujur
serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproddksi/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar matand
dan/atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengqupiathu
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta menaveman
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/at@ug y
diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganias
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaarang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggandéipabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfadittak sesuai
dengan perjanjian.

Pelaksanaan aturan dari Undang-Undang Nomor 8 TA4l999
tentang Perlindungan Konsumen sendiri, BNI cabanglaMy sendiri
mempunyai komitmen yang tinggi terhadap hak-hak dasabahnya
khususnya nasabah yang menggunakan fasilitas layasa BNlinternet
bankingmeskipun demikian ada hal-hal yang masih belum m@ngada

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tenRemjndungan

Konsumen.
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Melihat masih adanya masalah yang dihadapi oleh pasabah
maka seharusnya pihak bank menjalankan perlinduhglom terhadap
nasabah sesuai dengan ketentuan Undang-Undangpi tetada
kenyataannya tidak demikian. Salah satunya adalehgemai klausula
baku yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tat®@o tentang
Perlindungan Konsumen. Pasal 18 Undang-Undang N&ni@hun 1999
tentang Perlindungan Konsumen memuat sejumlahdarapenggunaan
klausula baku dalam standart kontrak, yaitu seblaeydkut*®

2. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ataygagaditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencemtiklausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabil
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak peTger
kembali barang yang dibeli kosumen;

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak s
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/asauyangdibel
oleh konsumen;

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepadé&ypakaha
baik secara langsung maupun tidak langsung untulakolcan
segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan dpaaamy dibeli
oleh konsumen secara angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegutaaang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangiaagjasa
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang mevipgek
jual beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan lpangpa
aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengob&rgutan
yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masaukwen
memanfaatkan jasa yang dibelinya;

3. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepad&upakaha
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atlkujamainan
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secamgsusm.
Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula bakg leak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaczaee jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti;

4 Janus Sidabalok, SH., M.Hump.cit Hal 25
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4. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan olelakpeusaha pada
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuaragséinana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakarl datai hukum.

5. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku Yyemgentangan
dengan Undang-Undang (UUPK) ini.

Dalam klausula perjanjian BNiiternet bankingerdapat ketentuan
yang menyebutkan bahwa nasabah pengguna BMIrnet banking
membebaskan bank dari segala tuntutan. Hal ini adekyusial bagi para
nasabah yang menderita kerugian finansial jika bdmkak mau
bertanggung jawab meskipun kesalahan bermulartarnal bank sendiri.
Selain itu klausula yang menyebutkan nasabah tuképlda peraturan
baru, tambahan, ataupun perubahan yang dibuataseepihak oleh bank
juga merupakan masalah bagi nasabah yang merasastduju dengan
aturan baru tersebut. Jika terjadi demikian selngaugperjanjian BNI
internet bankindgersebut batal demi hukum.

Meskipun demikian nasabah yang mengisi formulimpsronan,
perintah atau kuasa kepada bank pada dasarnya akarugindak lanjut
dari kepercayaan masyarakat kepada bank. Dari lsswVei yang
dilakukan penulis kepada nasabah BiMNérnet bankinglitemukan bahwa
pada umumnya nasabah menerima dan telah menyésujperjanjian
yang telah ditandatangani tetapi hal ini tidak gesampingkan begitu
saja. Hak dan kewajiban masing-masing pihak khysugara nasabah
harus tetap dilindungi demi terciptanya keadilamtaskeseimbangan
hukum.

Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 280&rg

Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan balpaea pihak yang
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melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad kaialam melakukan
interaksi dan/atau pertukaran informasi elektrodi&n/atau dokumen
elektronik selama transaksi berlangsung. Hubungtaranasabah dengan
bank sebelum mengikatkan diri pada kontrak yanguatibharuslah
memiliki itikad baik good faith) untuk melandasi seluruh proses kontrak
mulai dari produk perbankan ditawarkan sampai elaian transaksi
berlangsung dan berakhirnya kontrak.

Penyampaian informasi mengenai produk BNbernet banking
merupakan salah satu bentuk perlindungan prevespiida nasabah BNI.
Praktek di BNI cabang Malang sendiri, penyampaiaforimasi yang
berisikan tentang manfaat dan resiko produk, bigamag melekat pada
produk BNIinternet bankingtips dan ketentuan bertransaksi lewat BNI
internet banking serta tata cara penggunaan layanan jasa iBinet
banking disampaikan kepada nasabah pada saat permohom@durawk
memanfaatkan jasa BNiternet banking

Penyampaian manfaat dan resiko yang melekat padanBinet
banking pada umumnya telah disampaikan oleh pihak banla szt
pendaftaran BNinternet banking hal ini dilakukan untuk memberikan
gambaran umum kepada nasabah mengenai produk uersebingga
nasabah dapat berpikir secara rasional serta mmalisir ancaman-
ancaman resiko yang mungkin terjadi akibat pemaafa@&NI internet

banking®® Informasi mengenai biaya yang melekat pada Bitérnet

“® Hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanabahs
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banking juga sudah disampaikan dalam bentuk tertulis dlahk yang
dicetak dalam bentuk booklet yang dibagikan kepedabah BN.

Mengenai hak-hak konsumen atau nasabah iBtérnet banking
yang pada khususnya mencangkup tentang keterbimi@amasi produk,
hak advokasi yang diperoleh nasabah, serta hakapatichn kompensasi,
kenyamanan bertransaksi dan juga keamanan sistemet banking,
dalam prakteknya BNI cabang Malang telah mempusseia menerapkan
kebijakan mengenai keterbukaan informasi produldaPsaat nasabah
mengajukan permohonan pemanfaatan jasa iBtérnet banking pihak
bank yang dalam hal ini diwakili ole@ostumer Servicd8NI cabang
Malang selalu menjelaskan secara detail mengenafaatadan resiko
yang melekat pada BNhternet banking biaya-biaya yang melekat, cara
menggunakan atau bertransaksi pada BMNé&rnet banking dan lain
sebagainya, bahkan pihak bank juga tidak segamsagak menjelaskan
secara ulang informasi tersebut apabila nasabaih i@sim mengerti.

Hal ini merupakan upaya perlindungan preventif kidpaasabah
yang dilakukan oleh BNI cabang Malang agar dikemadnari hal-hal
yang tidak diinginkan oleh nasabah maupun banktdhpanimalisir.

Bentuk lain dari upaya perlindungan hukum kepadaalpah
pengguna jasa BNinternet bankingyang dilakukan oleh BNI adalah
pengaman sistem BNhternet bankingDari segi keamanan sistem produk
juga BNI cabang Malang telah menerapkan kebijakan BNI pusat

untuk meminimalisir gangguan pihak ketiga dalamesis BNI internet

4" Hasil dari wawancara dan pengisian kuesioner biging pembinaan KLN, pelayanan, serta
operasional.
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banking yang salah satunya adalah penggunaan alat tambgdoam
dinamakan BNE-SecureBerikut adalah sistem pengamanan yang dimilki
oleh BNlinternet banking®

1. Menggunakan sistem keamanan standar internasiengbd enskripsi
SSL128 bit olehVerisign SSL 128 bit $ecure Socket Layeryaitu
lapisan pertama sistem pengamanan Birnet bankingyang lazim
digunakan dalam dunia perbankan. Dengan menggundidn ini,
semua data yang dikirimkan dari server BiNternet bankingke
komputer nasabah dan sebaliknya selalu melaluepreskripsi (acak
secara sistem) dengan menggunakan sandi 128-biy yemya
diketahui oleh komputer nasabah dan server Bitdrnet banking
Dengan demikian, pihak-pihak lain tidak akan dapsngartikan
transmisi data tersebut apabila menerimanya.

Pengamanan pintu akses BNtiernet bankinglengarfirewall.

Proses registrasi layanan BMternet bankingdilakukan melalui BNI

ATM menggunakan PIN BNCard.

4. Proses aktivasi melalui www.bni.co.id atau langsunke
https://ibank.bni.co.id menggunakan PIN registrdan nomor BNI
Card yang digunakan untuk registrasi di BNI ATM.

5. User ID danpassworddibuat oleh pengguna saat aktivasi BiNernet
banking berupa kombinasilphabetdannumeric(alphanumerig.

6. Password BNI internet banking dapat diubah kapan saja oleh
pengguna BNinternet banking

7. Sistem BNI internet bankingdilengkapi dengarsession time out
dimana akan otomatlsog Off

8. Alat tambahan untuk transaksi finansial menggunaBhih e-Secure
yang akan menghasilkan kombinasi angka yang berubah
(dynamicPIN) setiap kali pengguna melakukan transaksi.

9. PIN BNI e-Securedibuat oleh pengguna dan digunakan setiap kali
mengaktifkan/ menyalakan BNtSecure

10.BNI e-Secureakan otomatis mati apabila tidak digunakan dalaaktw
45 (empat puluh lima) detik

11.Pemblokiran layanan BNhternet bankingdilakukan oleh pengguna
melalui permintaan kepada BRhonePlusnelalui BNICall.

12.Limit transaksi finansial per hari dibatasi.

13.Bukti transaksi BNinternet bankingdapat dicetak dan atau disimpan
sesuai keperluan pengguna.

S

Hasil survei yang dilakukan kepada 30 nasabah pgraggsa BNI
internet banking menyebutkan bahwa masih terdapat masalah yang

merugikan nasabah. Sekitar 50% merupakan sistemor yang

“8 Juklak BNlinternet banking
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mengindikasikan bahwa sistem BMiternet bankingsendiri belum siap.

Oleh karena itu pihak BNI cabang Malang mengardsighal tersebut

dengan menyediakan unit khusus untuk menanganinuzmyelesaikan

pengaduan nasabah. Nasabah BNI pengguna jasanBihet banking
sebagian besar mengadukan masalahnya kepada pihkldalam bentuk
lisan yang dinilai lebih efisien daripada harus g@npaikan dalam
bentuk tertulis. Adanya unit khusus ini merupakamplementasi dari

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tent®spyelesaian

Pengaduan Nasabah.

Adapun prosedur mengenai pengaduan nasabah aselegai
berikut#®

1. Hubungicostumer servicatau call center BNI;

2. Petugas BNI akan melakukan otentifikasi keabsaha&amappran
nasabah dengan mengajukan 7 (tujuh) pertanyaanbenngkan data
pribadi nasabah pada saat mengisi formulir awalmpabnan
pemanfaatan jasa BMiternet bankindkepada nasababh;

3. Apabila nasabah pengguna Bhternet bankingmenjawab dengan
benar 3 (tiga) pertanyakan yang diajukan, makagastiBNI akan
melakukan administrasi pelaporan secara online lmelaplikasi
support systertB BNI.

BNI cabang Malang dalam hal adanya kerugian yaatawhi oleh
nasabah akibat pemanfaatan BMiternet bankingjuga memberikan

perlindungan berupa kompensasi ataupun ganti egada nasabah. Pasal

9 Hasil wawancara dengan kepala cabang BNI cabaranigaang didelegasikan kepada kepala
bidang operasional.
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21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 teniiaiogmasi dan
Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“lika  kerugian transaksi elektronik disebabkan gaga
beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihleétiga secara
langsung terhadap sistem elektronik, segala akibakum menjadi
tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.”

BNI dalam menggunakamternet bankingbekerjasama dengan
pihak ketiga yaitu agen elektronik. Ketika nasalgggal bertransaksi
maka yang akan bertanggung jawab adalah BNI, s&dangang akan
berhubungan langsung dengan pihak ketiga yaitwsidérbankingpusat
Jakarta yang menghubungi pihak agen elektronik kunttengecek
transaksi gagal tersebilt.

Bentuk perlindungan hukum represif yang lain adamaélalui
lembaga mediasi perbankan seperti yang diatur d&enaturan Bank
Indonesia Nomor 10/1/PBI1/2008 tentang Perubahas Reraturan Bank
Indonesia Nomor 8/5/PBI1/2006 Tentang Mediasi Pdtaan Meskipun
demikian fakta yang ada di lapangan, BNI cabangahfalsendiri tidak
mempublikasikan adanya lembaga mediasi perbankgadke nasabah
seperti yang diwajibkan oleh Peraturan Bank Indenedviediasi
perbankan sendiri berguna untuk menyelesaikan s¢agitara nasabah
dengan pihak bank yang apabila tidak dilaksanaleapdbensi merugikan
kepentingan nasabah dan mempengaruhi reputasi bank.

Jenis sengketa antara nasabah dan bank yang dapatakan

penyelesaiannya melalui mediasi perbankan adalalgketa yang

diakibatkan tidak dipenuhinya tuntutan finansialsai@zah oleh bank

* Hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanabahs
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(kerugian materiil). Fungsi mediasi perbankan seadialah terbatas pada
upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkag skmgketa secara
mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan (gasdaVlediasi
perbankan dapat dilaksanakan untuk setiap senggkatg memiliki
tuntutan finansial paling banyak Rp. 500.000.0(0ya ratus juta rupiah).

Pengajuan penyelesaian sengketa wajib memenuhatsyabagai
berikut (pasal 8):

a. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumerleung yang
memadai;

b. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nagapalda bank;

c. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam prosas l@lum
pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau pemaditau belum
mendapatkan kesepakatan yang difasilitasi oleh agmbmediasi
lainnya;

d. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa kepandata

e. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dafediasi
perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia;

f. Pengajuan penyelesaiaan sengketa tidak melebiferéin puluh)
hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesammigaduan yang
disampaikan bank kepada nasababh.

Menurut Philipus M. Hadjon, teori perlindungan hokpada dasarnya
ada dua jenis, yaitu perlindungan hukum prevendifigy bertujuan untuk
mencegah terjadinya kerugian dan perlindungan hukepresif yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dpabudah terjadi
kerugian. Dari kedua teori perlindungan hukum tewseliharapkan mampu
tercipta suatu kepastian perlindungan hukum bagalmeh maupun bank
sendiri.

I. Perlindungan Hukum Preventif

Pemanfaatan jasaternet bankingterdapat upaya preventif yang

dilakukan oleh bank untuk meminimalisir terjadinkg@arugian. Hal ini
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dianggap sangat penting bagi bank karena upayaemitwni beguna

untuk mengurangi dampak negatif dari pemanfaatgankn jasanternet

banking khususnya pada BNIlinternet banking sehingga dapat
melancarkan usaha bank dan lalu lintas keuangak &ama menjaga
reputasi bank. Perlindungan hukum secara prevemtifdiwujudkan
dalam bentuk sebagai berikut:

1. Dari segi keamanan sistem, produk BMkernet bankingtelah
menerapkan standarisasi keamanan untuk meminimgisigguan
dari pihak ketiga yang salah satunya adalah peraggunalat
tambahan dalam proses taransaksi yang dinamakae-B&ure

2. Pada saat permohonan pemanfaatan layanan jasa irB&fhet
banking bank juga membebani konsumen dengan syarat dan
ketentuan tertentu. Pasal 29 ayat 4 Undang-UndamgaX 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nom@hunr 1992
tentang Perbankan mengenai pemberian informasiuRrogang
terkait dengan manfaat dan resiko juga diberitahuieh bank yang
dalam hal ini diwakilkan olelCostumer ServicBNI cabang Malang
pada saat nasabah mengajukan permohonan pemanfgean
internet banking

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlinglung
Konsumen memberikan perlindugan hukum kepada nhsdd¢ragan
mengatur hak dan kewajiban para pihak (nasabalbaiak) dan juga

mengatur mengenai klausula baku yang diatur dndgasal 18.
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4. Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bardnkgla Nomor
7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Proddank Dan
Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang mewajibkak batuk
memiliki kebijakan tertulis mengenai transparaméoimasi produk.
Hal ini sudah dilakukan oleh pihak BNI cabang Malatiengan
menetapkan kebijakan tertulis mengenai trasnpanarsiuk bank
khususnya BNliinternet bankingdan juga sudah diterapkan kepada
nasabah BNI yang akan memanfaatkan jasa BMrnet banking
sehingga nasabah BNI mengerti manfaat serta rggilkg melekat
pada produk BNinternet bankingersebut.

5. Pemberian edukasi mengenai produk BRNternet bankinguntuk
mencegah terjadinya hal-hal negatif dari penggungea BNI
internet bankingelah disampaikan kepada nasabah BNI baik melalui
buku panduan, secara lisan dari petugas bank, mauplalui media
elektronik sepertivebsiteBNI internet bankingyang berisi tips-tips
aman bertransaksi dan tata cara bertransaksi.

[I. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan represif dalam pemanfaatan jamsarnet banking
berguna jika terjadi suatu kerugian materiil yanglaimi oleh nasabah.

Hal ini menjadi sngat krusial apabila kerugian matgang diderita

nasabah tersebut tidak cepat diselesaikan yang pad@nya akan

mempengaruhi reputasi bank. Perlindungan hukumesédpdiwujudkan

melalui:
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1. Hal pembuktian yang banyak diperdebatkan adalah geren
keabsahan alat bukti elektronik khususnya pada pfa@n jasa
BNI internet banking dimana trasnsaksi dan perjanjian dilakukan
secara elektronis. Diundangkannya Undang-Undang dxorl
Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elekitrotelah
mengisi kekosongan hukum yang selama ini dialangdsaP 5
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforni2an
Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasikted@ik
dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakmgraupakan alat
bukti hukum yang sah. Hal ini merupakan perluasam alat bukti
yang sah sesuai dengan hukum acara yang berldkdatiesia.

2. Bank juga diwajibkan oleh Peraturan Bank IndonebBiamor
7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasaidihk
memiliki prosedur tertulis serta menetapkan kelajakmengenai
penyelesaian pengaduan nasabah dan menyelesaikhap se
pengaduan yang diajukan oleh nasabah atau perwakdaabah.
Peraturan ini berlaku hanya jika nasabah mengafemmasalahan
terkait transaksi keuangan yang dilakukan oleh besaBank juga
diwajibkan untuk memiliki unit khusus untuk menanigadan
menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasadial
perwakilannya. BNI cabang Malang sendiri telah nidmiunit
khusus untuk menangani pengaduan nasabah. Keberadasit
khusus tersebut berada satu lingkup dengan bidelaygnan BNI

cabang Malang. BNI cabang Malang juga telah menpagikan
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keberadaan unit khusus tersebut kepada masyaraliat secara
tertulis maupun elektronts

3. Selain kedua perlindungan represif tersebut mas# perlindungan
hukum represif lagi yang diterapkan di lapangantuyanelalui
mediasi perbankan. Peraturan Bank Indonesia NofvdrFABI/2008
mengatur tentang mediasi perbankan dalam rangkaetesaikan
sengketa antara nasabah dan bank akibat tidakudipgm tuntutan
finansial nasabah oleh bank. Mediasi perbankarkullan ketika
upaya penyelesaian pengaduan yang disampaikan kep&da
konsumen tidak membuahkan kesepakatan yang apdibilarkan
berlarut-larut bisa mempengaruhi reputasi bank. ydean di
lapangan BNI cabang Malang sendiri tidak mempublkan adanya
lembaga mediasi tersebut kepada nasabah hal iu smja dapat
berdampak negatif bagi bank dan nasabah. Daribsisk apabila
upaya penyelesaian dari bank tidak memuaskan nasaiaka
nasabah akan mengajukan tuntutan perdata kepalartedalui jalur
litigasi yang jelas-jelas akan mempengaruhi repuiask tersebut.
Di sisi lain apabila sengketa tersebut dibiarkarapet-larut maka
akan semakin merugikan nasabah secara materiil.

4. Pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada nasalalg
mengalami kerugian materiil dalam pemanfaatan layagasa BNI
internet bankinguga merupakan perlindungan hukum represif yang

diberikan kepada BNI.

*1 Hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanabahs
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Saat nasabah melakukan kesalahan dengan salah uk&arasnomor
rekening maka nasabah bisa langsung melakukan pkimdsl rekening dengan
melapor ke BNI agar uang tersebut tidak langsungibh@ah ke rekening orang
lain. Prosedur pemblokiran tidak dapat dilakukan B&tara sepihak tetapi harus
ada persetujuan dari nasabah. Nasabah ingin memb&kening dengan cara
nasabah sendiri yang harus membuat formulir peaayaatas kegagalan transaksi
lalu menghadap ke kantor polisi untuk meminta slegterangan polisi untuk
pemblokiran rekening?

Menurut SE Bl No. 3/843/UPPB/PbB tanggal 30 Janti@ril mengenai
pemblokiran dan penyitaan rekening, menyatakan balpwlisi yang akan
melakukan penyitaan dengan menunjuk surat perpgalyitaan meminta kepada
pimpinan bank agar terhadap rekening nasabah yangaksud dilakukan
pemblokiran. Kepada pimpinan bank diserahkan seh@ldasan dari surat
perintah pemblokiran. Setelah nasabah mendapat katarangan dari polisi
maka pemblokiran dapat dilaksanakan.

Jika nasabah gagal melakukan transaksi maka oldhcBibang Malang
akan memberikan pertanggung jawaban yaitu mengémbaluang kepada
nasabah. Nasabah melakukan salah memasukkan nekeming ke orang lain
maka dari BNI sendiri yang akan mengembalikan uangebut dengan meminta
persetujuan juga dari orang lain yang telah meregeruang. Transaksi gagal
karena masalah telekomunikasi maka bank akan mdaliéien uang nasabah
sebesar uang yang ditransfer tanpa mengurangi luavi@al dana yang ditransfer

oleh BNI. Pembatasan tanggung jawab dalam hal gagitkepada nasabah hanya

*2 Hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanabahs
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sebatas saldo yang ada direkening masih ada jkk tada uang tidak akan
dikembalikar®®

Pembatasan tanggung jawab bank ada dua faktou, ke#talahan diluar
bank fuman errornasabah) dan kesalahan di dalam kekuasaan bamdmn(sis
bank). Pemberian ganti rugi merupakan suatu keamjdari bank menurut pasal
7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemigan Konsumen.
Meskipun demikian pasal 19 ayat 5 memberikan pessbatdalam hal pemberian
ganti rugi jika bank bisa membuktikan bahwa kesatatlilakukan oleh nasabah
sendiri. Dalam hal ini kedudukan nasabah masih hekamena pada prakteknya
bisa saja kesalahan nasabah diakibatkan oleh katdtiaan nasabah dalam hal ini
sebenarnya merupakan peranan bank untuk memberifanmasi kepada
nasabah sehubungan dengan fasilitas yang disedistanbut karena bank
sebagai pelaku usaha tentu yang lebih mengetaluk d®luk produknya.
Kesalahan konsumen seharusnya tidak mutlak dibelpaklepada konsumen
sendiri melainkan harus diteliti terlebih dahuluga@@nana kesalahan konsumen
tersebut bisa terjadi.

Kedua bentuk perlindungan hukum preventif maupymesf yang telah
diberikan oleh BNI sebagai penyedia layanan jagarnet bankingkepada
nasabah yang memanfaatkannya pada dasarnya memupaigung jawab dari
BNI sebagai pelaku usaha. Perlindungan hukum ditersecara komprehensif
didasari oleh peraturan perundang-undangan yanakbeyang dimulai dari awal
pembukaan rekening, pada saat pemanfaartan layasarinternet banking

sampai dengan berakhirnya pemanfaatanifgeenet banking

*3 Hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanabahs
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Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang diakuideh peneliti
kepada para nasabah BNI pengguna Bitdrnet bankingmembuktikan bahwa
pada umumnya bentuk-bentuk perlindungan hukum yseigma ini diberikan
oleh BNI cukup memberikan suatu jaminan perlindungakum untuk nasababh.
Meskipun demikian masih ada beberapa hal yangadikiirang atau belum
memenuhi ekspetasi perlindungan hukum dari naskbabusnya mengenai hal
penyelesaian pengaduan yang dalam beberapa kasoButnékan waktu yang
cukup lama&*

Penyampaian pengaduan dari nasabah menurut Paer&ank Indonesia
Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduassabéh dapat
disampaikan kepada pihak bank secara lisan maugrtmlis. Nasabah sendiri
dalam prakteknya lebih sering menyampaikan pengad@asecara lisan kepada
bank yang dalam hal ini diwakili olatostumer servicePenyampaian pengaduan
secara lisan ini dinilai oleh nasabah lebih efellifipada secara tertulis tetapi
praktek dilapangan selain menyampaikan pengaduzarssdisan, nasabah juga
diminta untuk mengisi formulir pengadua yang tedéediakan oleh bank. Hal ini
dilakukan oleh bank untuk mengantisipasi jangkatwalang telah ditetapkan
oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2006tateg Penyelesaian
Pengaduan Nasabah pasal 6 ayat 4 dan 5 yang nuékemelbahwa pengaduan
secara lisan wajib diselesaikan 2 (dua) hari kéga dalam hal pengaduan lisan
tidak dapat diselesaikan oleh bank dalam waktu ua)(dari kerja bak wajib
meminta nasabah dan/atau perwakilannya untuk mekeyajpengaduan secara

tertulis yang dilengkapi dengan dokumen yang tdledtapkan.

** Hasil survei terhadap nasabah BNI pemakai jasailiinet banking
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Pengisian formulir tersebut dilakukan untuk memidkaahnasabah jika
pengaduannya tidak dapat diselesaikan dalam wa&ndgk sehingga tidak
merepotkan nasabah. Nasabah sendiri merasa tidatu beempersoalkan hal
tersebut karena nasabah hanya mau pengaduannyh disglasaikan dengan
baik. Secara normatif sendiri pengaduan secanditserhempunyai jangka waktu
penyelesaian yang relatif panjang yaitu 20 (duautpulhari kerja dan dapat
diperpanjang secara progresif.

Lamanya penyelesaian pengaduan pada dasarnya tergakepada
masalah yang diadukan oleh nasabah. Jika pengadrisabut tidak melibatkan
pihak ketiga seperti nasabah lain ataupun agertretek internet bankingmaka
penyelesaiannya dapat secara cepat diselesailapi jita pengaduan tersebut
melibatkan pihak ketiga maka dapat dipastikan @rpsayelesaian membutuhkan
waktu yang relatif panjang karena membutuhkan koasai dan konfirmasi dari
pihak ketiga tersebut. Mengenai pengaduan nasalkalgenai masalah transaksi
finansial khususnya yang dilakukan melalui BNternet banking pada nantinya
keputusan dari BNI sendiri dirasa oleh nasabah oraygeneliti sudah cukup
memberikan perlindungan hukum karena jika masadaiy ylihadapi oleh nasabah
mengakibatkan kerugiaan materiil akibat pemanfaBtdhinternet bankingnaka
ada perlindungan yang diberikan oleh bank berupabpean kompensasi atau
ganti rugi. Jadi secara umum perlindungan hukumgydiberikan oleh BNI
kepada nasabah pemakai jasa Bitgrnet bankingcukup komprehensif sehingga
nasabah merasa aman dalam memakai jasanBhet banking

Hal ini tidak lantas memberhentikan bentuk-bentiitasinovasi baru yang

dikembangkan oleh BNI karena teknologi berkembargasa cepat dengan
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diiringi resiko yang tidak bisa lepas begitu sagi gpemakaian teknologi sebab
resiko sudah merupakan bagian dari teknologi.

Masalah lain terkait dengan pemberian ganti rugigydiberikan oleh
pihak bank kepada nasabah adalah mengenai mekamsmgelidikan yang
dilakukan oleh bank. Pada prinsipnya di dalam m@snyelesaian sengketa yang
dilakukan oleh bank, nasabah hanya menunggu prpsegelidikan yang
dilakukan oleh bank yang tentunya bank sendiri yarengetahui seluk beluk
teknologi internet bankingya tersebut. Hal ini rawan dengan adanya
penyalahgunaan kewajiban bank untuk memberikani gagt jika kesalahan
dilakukan oleh bank, seperti yang telah dijelass@melumnya bahwa bank dalam
memberikan ganti rugi kepada nasabah memperhatikanfaktor yaitu faktor
kesalahan bank dan faktor kesalahan dari konsuRektor kesalahan konsumen
menurut bank adalah tanggung jawab nasabah kareti@p stransaksi atau
kegiatan nasabah melalmternet bankingidak bisa dipantau secara detail oleh
bang sehingga hal itu diluar kekuasaan bank. Fakésalahan bank sendiri
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentamighBengan Konsumen
sudah merupakan kewajiban dari bank untuk memberg@nti rugi kepada
nasabah yang menderita kerugian finansiil.

Nasabah dalam hal ini dituntut lebih pro aktif dalanenyelesaikan
pengaduannya dan tidak bersifat pasif sehinggagkeruyang dialami nasabah
dapat terjamin perlindungannya ditambah lagi masidapat pilihan proses-
proses penyelesaian sengketa lain yang dapat dipskgn jika nasabah merasa
tidak puas dengan putusan dari bank. Disisi laimkb@eharusnya tetap

bertanggung jawab atas segala kerugian yang didetgh nasabah karena



81

berdasarkan hasil survei sistaror yang notabene di dalam kekuasaan bank
merupakan masalah yang paling banyak dialami oktalah. Pada akhirnya
kembali lagi pada itikad baik masing-masing pihdkidusnya pada pihak bank
sehingga prinsip perlindungan nasabah serta prietipti-hatian dapat terlaksana
dengan optimal. Jadi secara umum nasabah mengalkwvab masalah yang
diselesaikan oleh BNI khususnya cabang Malang sadiip memenuhi harapan
dari nasabah meskipun masih ada nasabah yangpigdekdan menempuh jalur

litigasi.

E. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Upaya Perlindogan Hukum

Terhadap Nasabah Dalam Pemanfaatan Jasa BNhternet Banking

Dalam rangka pelaksanaan upaya perlindungan hukerhadap
nasabah pengguna jasa BNternet bankingnasih terdapat beberapa faktor-
faktor yang menghambat, antara |ain:

1. Perjanjianinternet bankingoiarpun bersifat sepihak namun dalam praktek
biasanya calon penggunaternet bankingakan memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan sebelumnya oleh bank tangakiepanjang terlebih
dahulu. Hal ini karena calon penggumdernet bankingterdesak dan
tertarik untuk menikmati fasilitas menggiurkan yatitgawarkan oleh pihak
bank. Padahal dalam perjanjian tersebut tidak dsdaara rinci mengenai
hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi Hapyentang hak pokok

saja dan berisi syarat-syarat yang harus dipenaiditaati oleh nasabah

* Hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanabahs
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secara sepihak seperti adanya pengalihan tangguradp jbank jika terjadi
kerugian yang dialami oleh nasabah.

. Masih adanya kerugian yang dialami oleh nasabalggquera internet
bankingakibat ulah pihak ketiga. Dalam praktiekernet bankingerdapat
berbagai macam serangan atau ancaman bagi pihgguendan penyedia
layananinternet bankingseperti serangaman in the middle attaclan
trojan horses yang dapat mengganggu keamanan layanan. Hal ini
diakibatkan kurang optimalnya keamanan sistem sar$slisasi tentang
penggunaarinternet bankingyang baik dan aman serta kurang siapnya
sistem dalam meminimalisir masalah tersebut.

. Hambatan dalam hal pemberian informasi kepada aastdrkait dengan
pemakaian fasilitas-fasilitas yang disediakan obenk. Hambatan ini
terjadi ketika nasabah tersebut tidak mengetahupgaibgana cara
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bankera kurangnya
pengetahuan tersebut sering terjadi kesalahan aketdsabah tersebut
sedang melakukan transaksi. Praktek pemberianniafgirtersebut belum
optimal dan cenderung tidak diprioritaskan olehagilibank, begitu juga
nasabah tidak pro aktif dalam meminta informasiekigpbank secara rinci,
jelas, dan benar.

. Hambatan penyelesaian masalah. Jika permasalalan dialami oleh
nasabah tersebut karena kesalahan dari pihak bekg pihak bank harus
melakukan penyidikan terlebih dahulu. Hambatamdedalah pihak bank
membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalahbigrsampai pihak

bank menemukan bukti-bukti yang cukup akurat dgpatanembuktikan
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bahwa nasabah tersebut menderita kerugian akilsatidkean dari pihak
bank. Tidak jarang jika terjadi kerugian yang dmilaleh nasabah dalam
pemanfaatamternet bankingpihak bank cenderung lepas tanggung jawab
dengan berdalih bahwa transaksi sudah sesuai podad tidak ada hal
yang janggal, hal ini sejalan dengan klausula pgga internet banking
yang berisi pengalihan tanggung jawab bank jikajader masalah
dikemudian hari akibat penggunaaternet banking®

5. Hambatan bandwith ataupsgstem server dow®Perkembangan teknologi
komunikasi di Indonesia terjadi dengan sangat pdsmena adanya
kebutuhan untuk berkomunikasi dan bertukar datagalencepat dan
mudah. Bertambahnya jenis layanannya semakin nkgoaniahuseryang
semakin banyak. Banyaknyaser bisa menjadi penyebab penurunan
kualitas layanan karena adanya peningkatan inér$er bandwith.
Bandwith ataupursystem server dowadalah salah satu penyebab utama
terjadinya gagal transaksi ataupun sistmor sehingga pihak BNI juga
tidak menerima data yang tidak sesuai.

6. Hambatan berupaduman error (kesalahan memasukkan nomor rekening
dan kesalahan memasukkan PIN). Praktek pemanfa@hin internet
banking di lapangan membuktikan bahwa masih ada kesalalseny y
dilakukan oleh nasabah sendiri. Kesalahan memasukkenor rekening
menyebabkan dana yang ditransfer melalui BiNernet bankingtidak
tepat sasaran sesuai dengan keinginan nasabahniHalengakibatkan

terjadinya kerugian bagi pihak nasabah dan bamkddna tersebut ternyata

* Hasil wawancara dengan nasabah pemakai jasarBhet banking
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sudah tidak ada di nomor rekening tujuan. Kesalahamasukkan nomor
PIN juga dapat mengakibatkan pihak bank memblaliahan BNinternet
banking nasabah jika nasabah salah memasukkan PIN seb&nyaik

berturut-turut.

F. Penyelesaian Sengketa Sebagai Upaya Perlindungan ldum Terhadap

Nasabah Bank Pengguna Jasa BNhternet Banking

Sengketa sendiri merupakan salah satu konsekuegs Idari
kompleksitas transaksiternet bankingModel penyelesaian sengketa secara
konvensional melalui litigasi sistem peradilaordinary cour), misalnya
cenderung dihindari oleh para pihak yang berseagkatena selain memakan
waktu yang cukup lama, proses ini juga dianggagktaklalu menguntungkan
secara adil bagi kepentingan para pihak yang bgketsa

Sengketa seringkali diawali oleh suatu keadaark&etalah satu pihak
merasa tidak puas atas suatu prestasi yang dibedleh pihak lainnya.
Dalam proses sengketa, penyampaian ketidakpuasars@aatu prestasi dapat
menimbulkan konflik atau perdebatan. Jika dalandgestan itu tidak dicapai
kata sepakat, maka akan berkepanjangan dan menieua belah pihak
kepada kebutuhan tempat bergantungnya harapansatds penyelesaian

yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersenagket

Beberapa model penyelesaian sengketa yang dapabadtign dalam

penyelesaian sengketa perdagangan secara elekésardki meliputi:
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1. Jalur Litigasi

Litigasi adalah proses gugatan atas konflik yamgudilisasikan
untuk menggantikan konflik sesungguhnya. Dalam gsasi, para pihak
mengajukan dua pilihan yang bertentangan kepadearsggpengambil
keputusan. Dalam litigasi, terdapat pihak ketigangyamempunyai
kekuatan untuk memutuskato (impose solusi diantara para pihak yang
bersengketa. Proses penyelesaian sengketa mebkdlui [jtigasi ini
merupakan proses penyelesaian sengketa antara dergan nasabah
melalui pengadilan.

Proses ini bisa juga dilakukan dengan cara diskksgpada
lembaga arbitrasi. Menurut pasal 1 angka (1) Undamgang Nomor 30
Tahun 1999, arbitrasi adalah cara penyelesaian perkara perdata di
luar pengadilan umum yang didasarkan pada pernargrditrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang befseag’ Proses arbitrasi
didasarkan kepada perjanjian arbitrasi yang dilsgettara tertulis oleh
pihak bank dengan nasabah. Para pihak menyetujuk umenyelesaikan
sengketanya dengan melibatkan pihak netral yangekaepilih untuk
membuat keputusan, sehingga berbeda dengan litjgasi pihak dalam
arbitrasi dapat memilih hakim yang mereka inginkdviekanisme
penyelesaian sengketa secara arbitrasi lebih mémberkebebasan
pilihan dan jaminan kerahasiaan bagi para pihak yensengketa.

Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui jakitrasi, para

pihak terlebih dahulu membuat kesepakatan dalamu pesjanjian tertulis

>’ Rachmad Syafa’at, SH.,M.Sip.cit Hal:85
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bahwa sengketanya akan diselesaikan melalui abittkeesepakatan
tersebut dapat dilakukan baik sebelum terjadinyaglssta Pactum de
compromi tendp atau setelah terjadinya sengket@oifhipromi¢. Pada
perjanjianinternet bankingtidak dicantumkan klausula tentang arbitrasi
karena memang perjanjian dilakukan dengan dadaditbaik dan juga
telah adanya proses penyelesaian sengketa yarig dédktif yang telah
disediakan. Jadi, jika nasabah menginginkan mesgian sengketanya
melalui lembaga arbitrasi maka nasabah harus menkesepakatan
terlebih dahulu dengan pihak bank. Dalam hal skasepakatan dibuat
setelah terjadinya sengketa, maka kesepakatamiisaus memuat:
Masalah yang dipersengketakan;

Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau nsagebitrasi;

Tempat arbiter atau majelis arbitrasi akan menghbkelputusan;

Nama lengkap sekretaris;

Jangka waktu penyelesaian sengketa;

Pernyataan kesediaan dari arbiter;

Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengkaik omenganggung

segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaiagkstam melalui
arbitrasi.

00 N GRROTEIR RCOR N

Pada prakteknya jika nasabah menempuh jalur litigalsyang
pertama ditempuh adalah melalui Badan Penyelesdsmmgketa
Konsumen (BPSK) yang diatur oleh Undang-Undang &log Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya nikeputusan dari
majelis arbiter dirasa belum memenuhi harapan madsabaka nasabah
akan mengajukan gugatan ke pengadifan.

2. Jalur Non-Litigasi

8 Wawancara dengan pimpinan BNI cabang Malang yidejeasikan kepada Kepala bidang
pelayanan nasabah.
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Pada prinsipnya jalur non litigasi dibedakan menfagh jenis,
yaitu negoisasi, mediasi, dan konsiliasi. Pada tpkaklilapangan jenis
penyelesaian secara non litigasi yang sering didakuoleh nasabah
maupun bank dalam menyelesaikan sengketa adalglameara negoisasi
dan mediasi. Khusus mediasi, Bank Indonesia selzagad induk telah
menyediakan lembaga mediasi perbankan untuk mesarkés sengketa
finansiil antara nasabah dengan bank melalui PamatBank Indonesia
Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.

a. Negoisasi
Negoisasi adalah suatu teknik mempengaruhi dan kimdgm
para pihak lain untuk menggunakan kemampuan yaray d&mi
menyelesaikan suatu konffik. Negoisasi merupakan suatu proses
penyelesaian sengketa ketika para pihaknya masihnilikie cukup
kepercayaan akan itikad baik dari masing-masingipimtuk duduk
bersama, dan saling berkomunikasi guna mencari sisedlusi
pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Kesepakatag
dihasilkan dalam proses negoisasi dapat mengikat paak seperti
layaknya suatu perjanjian, tetapi kesepakatan lietsédak dapat
dimohonkan eksekusinya seperti halnya putusan rasbitkarena
negoisasi bukanlah merupakan proses peradilan.
b. Mediasi
Menurut Moore, mediasi adalah intervensi terhadaatus

sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yangt dhfmima, tidak

¥ Rachmad Syafa’at, SH.,M.3ac.cit. Hal:64
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berpihak dan netral tidak mempunyai kewenangankuntangambil
keputusan dalam membantu para pihak yang berseladdm upaya
mencapai kesepakatan secara sukarela dalam pexgales
permasalahan yang disengketafanMediasi merupakan proses
negoisasi penyelesaian masalah dengan melibatkatudpa pihak
ketiga (mediator) yang bersifat netral. Dalam psosediasi, seorang
mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskangketa. la
hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan glarspersoalan
yang dikuasakan kepadanya.

Tahapan proses mediasi pada umumnya meliputi legiat
kegiatan sebagai berikut:
11.Penataan dan pengaturan jadwal;
12.Pengantar atau pembukaan oleh mediator;

13. Pernyataan pembukaan oleh mediator;
14.Pernyataan pembukaan oleh para pihak;

15. Pengumpulan informasi;

16. Identifikasi masalah, penyusunan agenda, dan kaukus
17.Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
18. Melakukan tawar menawar;

19. Membuat kesepakatan;

20. Penutupan.

Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pembina
perbankan menerbitkan ketentuan mengenai mekardamgrosedur
tata cara mediasi perbankan sebagaimana tertudam deeraturan
Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang MedRsrbankan.

Lembaga mediasi perbankan sendiri baru dibentula @adal tahun

2006, setelah terbitnya Peraturan Bank Indonesiamadyo

€0 |pid. Hal:35
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8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Lembagaiasetersebut
juga kelanjutan dari pengaturan tentang penyelesg@ngaduan
nasabah. Pengaturan mediasi perbankan tersebirnt deteaksudkan
untuk menjaga reputasi bank sebagai lembaga intkasiejuga
dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaangketa
kepada nasabah yang pengaduan yang mereka ajugadak&ank
tidak mendapatkan hasil penyelesaian yang memu&skan

Mediasi perbankan diperlukan guna menyelesaikamgksta
antara nasabah dengan bank yang apabila tidak sditakan
berpotensi merugikan kepentingan nasabah dan meapdn
reputasi bank. Jenis sengketa antara nasabah a&nybag dapat
diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi perlmankdalah
sengketa yang diakibatkan tidak dipenuhinya tuntutaansial
nasabah oleh bank (kerugian materiil). Fungsi nsedgerbankan
sendiri adalah terbatas pada upaya membantu nadabhdank untuk
mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalamaangkperoleh
kesepakatan (pasal 4). Mediasi perbankan dapdtsdiiakan untuk
setiap sengketa yang memiliki tuntutan finansidlngabanyak Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pengajuan penyelesaian sengketa wajib memenuhiatsyar
sebagai berikut (pasal 8):
a. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumerpleung yang

memadai;
b. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nagapalda bank;

¢ Muhamad Djumhana. 2008p.cit Hal: 150
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. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam prosas l@lum

pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peraditau belum
mendapatkan kesepakatan yang difasilitasi oleh agabmediasi
lainnya;

. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keparngata

. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dahmdiasi

perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia;

. Pengajuan penyelesaiaan sengketa tidak melebifer&@in puluh)
hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesanyaduan yang
disampaikan bank kepada nasababh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Sebagian besar bentuk perlindungan hukum bagi peaggasa BNI
internet bankingyang sudah diterapkan oleh BNI pada umumnya sudah
berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yangakibersehingga
memberikan jaminan perlindungan hukum kepada nasdinya saja
dalam masalah perjanjian BNhternet bankingklausula baku masih

belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undiadigng Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaituhreaanya klausula

pengalihan tanggung jawab bank. Bentuk Perlindungakum bagi

nasabah pengguna Biiternet bankingyang diberikan oleh BNI ada dua
macam, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan umk yang
sifatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kamgiang dialami
oleh nasabah pengguna BNihternet banking Wujud dari
perlindungan hukum preventif adalah dengan cara beekan
informasi secara jelas, menyeluruh, dan akurat emaigproduk BNI
internet bankingkepada nasabah serta pengecekaaintenancg
terhadap sistem BNhternet banking

b. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan mkuwang
diberikan apabila kerugian sudah terjadi. Perligdim represif

diwujudkan oleh BNI dengan dibentuknya unit kerjaugus yang

91
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bertugas untuk menyelesaikan pengaduan yang dkdapooleh
nasabah dan menyediakan layanan mediasi perbankata s
memberikan kompensasi atau ganti rugi.

2. Pemanfaatan layanan jasa Bhternet bankingpada praktek perlindungan
hukumnya terdapat beberapa hambatan yang dialaehi akhsabah
maupun oleh pihak bank sendiri. Hambatan tersedypeitcberupa:

a. Kesulitan memberikan edukasi mengenai produk BNfernet
bankingyang disampaikan oleh BNI kepada nasabah;

b. Hambatan perjanjian baku pada Bhternet banking

c. Hambatan dalam penyelesaian sengketa yang temaaliaanasabah
dengan bank dalam pemanfaatan Bitkérnet banking

d. Hambatan secara teknis mengenai aspek teknologi.

Upaya yang dilakukan oleh bank ada dua macam,:yaitu

a. Upaya preventif digunakan untuk meminimalisir hatabatersebut
dengan cara membuat kebijakan tertulis mengenaedws dan tata
cara keterbukaan informasi produk yang disampgpeata nasabah.

b. Upaya represif digunakan untuk menyelesaikan sd¢agkang telah
terjadi antara nasabah dan bank dengan prosesdyselgut sebagai
proses penyelesaian pengaduan nasabah dengan mk&agednit
khusus untuk menangani pengaduan nasabah maupatuinpgbses
mediasi perbankan yang difasilitasi Bank Indone&ga pemberian
ganti rugi juga diberikan kepada bank sebagai lkepertanggung
jawaban. Selain upaya tersebut masih ada pula upejalui jalur

litigasi salah satunya adalah melalui lembaga radit
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B. Saran

1. Untuk menghindari kerugian dalam pemanfaatan jadl Biternet
banking nasabah seharusnya dituntut untuk lebih telirdamembaca
klausula perjanjian serta tidak ragu-ragu untukdmsfa tentang hal-hal
yang tidak dimengerti oleh nasabah karena hal uttials merupakan
kewajiban dari bank untuk menyampaikan informasiase jelas dan
benar kepada nasabahnya. Pemberian informasi mantgmpat serta
media yang aman untuk melakukan transaksi melalNi Biternet
banking juga diperlukan guna meminimalisir intervensi pihlagtiga.
Nasabah juga bisa memanfaatakan layanan penyelesamgketa yang
ada dan sesuai dengan ketentuan perundang-undanggperti
penyelesaian sengketa melalui bank sendiri ataualonelmediasi
perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesi&att baik dari masing-
masing pihak juga dituntut konsistensinya sehinggasip perlindungan
hukum dan prinsip kehati-hatian dapat diwujudkarase optimal.

2. Pihak bank dituntut harus lebih inovatif dan beggpaekeras mungkin
untuk terwujudnya perlindungan hukum bagi nasabepersi yang
diamanatkan oleh peraturan yang berlaku karenagoe@gn teknologi
tidak mungkin terlepas dari resiko. Bank juga hanssmbenahi lagi
sisteminternet bankingyang diterapkan selama ini karena hal itu sudah
merupakan kewajiban dan tanggung jawab bank. Patatelpsikologis
bisa diterapkan oleh bank agar informasi tentarmfydc bisa diserap

secara baik oleh nasabah. Selain itu, jika terjadisalah dalam
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pemanfaatan jasaternet bankingoank harus lebih memperhatikan hak-
hak yang dimiliki oleh nasabahnya.

3. Revisi terhadap peraturan-peraturan yang berhulbudigaganinternet
bankingselama ini khususnya terhadap Undang-Undang Nothadiahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomomhurr 1992
Tentang Perbankan sangat diperlukan guna memukakhiperaturan
serta menjamin kepastian hukum. Undang-Undang yamgra khusus
membahas mengenaiternet bankingjuga semakin akan memberikan
kepastian hukum jika materi dari Undang-Undang etaus berisi
mengenai:

a. Hal yang tidak diperbolehkan dari pemanfaatan ijateginet banking

b. Transparansi proses penyelesaian pengaduan nasababh;

c. Pembuktian yang seimbang;

d. Hak dan kewajiban nasabah serta bank dalam pentamfgasa
internet banking

e. Sertifikasi sisteninternet banking

f. Pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia mangen

pemanfaatan jasaternet banking
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